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TRANSLITERASI  

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 
 ṭ ط 16

t dengan titik 

di bawahnya 

 b ب 2
 

 ẓ ظ 17
z dengan titik 

di bawahnya 

  ‘ ع t  18 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik di 

atasnya 
 g غ 19

 

  f ف j  20 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

dibawahnya 
 q ق 21

 

  k ك kh  22 خ 7

  l ل d  23 د 8

 z ذ 9
z dengan titik di 

atasnya 
 m م 24

 

  n ن r  25 ر 10

  w و Z  26 ز 11

  h ه S  27 س 12

  ’ ء Sy  28 ش 13

 ṣ ص 14
s dengan titik di 

bawahnya 
 y ي 29

 

 ḍ ض 15
d dengan titik di 

bawahnya 

    

 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 

 

 



 
 

 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

  ٙ  Fathah a 

  ٙ  Kasrah i 

  ٙ  Dammah u 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan  

Huruf 

ي ٙ    Fathah dan ya ai 

و ٙ    Fathah dan Wau au 

 

Contoh: 

كيف  : kaifa    هول : haula 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan 

tanda 

/ي١ٙ    Fathah dan alif 

atau ya 

ā 

ي ٙ    Kasrah dan ya ī 

ي ٙ    Dammah dan 

waw 

ū 



 
 

 

Contoh: 

قَالَ  : qāla 

رَمَى  : ramā  

قِيْلَ  : qīla 

يَقُوْلُ  : yaqūlu 

4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan  

dammah,  transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h. 

Contoh: 

طَأفالَأ   الْأ  raudah al- atfāl/ raudatul atfāl :روضَة   

رَة نوََّ  al-Madīnah al- Munawwarah/ al Madīnatul :األمَدِيأنةَ  األم 

Munawwarah 

 Talhah : طَلأحَةأ 



 
 

 

Catatan: 

Modifikasi: 

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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Perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi suami isteri 

yang bersangkutan sehingga Rasulullah SAW melarang keras terjadinya 

perceraian, walaupun dalam Islam perceraian itu dihalalkan tapi itu merupakan 

perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Suatu perkawinan dapat putus 

dan berakhir disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena terjadinya talak 

yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena sebab-sebab yang lain. 

Meskipun perkawinan sudah putus disebabkan adanya talak dan sebagainya, 

bukan berarti hapusnya kewajiban dan hak-hak suami isteri, justru dengan 

putusnya suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum, terutama bekas suami 

memenuhi hak-hak bekas isteri. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana 

hak isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil menurut mazhab Syafi’i 

dan Mazhab Hanbali, bagaimana landasan pendapat mazhab Syafi’i dan Mazhab 

Hanbali tentang isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil dan bagaimana 

solusi terhadap hak isteri yang ditalak bain. Untuk memproleh jawaban, penulis 

menggunakan metode muqaranah yang menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research). Para ulama Mazhab sepakat bahwa isteri yang ditalak raj’i dan 

ditalak bain dalam keadaan hamil berhak mendapatkan hak-haknya berupa nafkah 

dan tempat tinggal, berbeda dengan isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak 

hamil, ulama berselisih pendapat. Mazhab Syafi’i berpendapat perempuan 

tersebut tidak berhak atas nafkah tetapi berhak atas tempat tinggal. Mazhab 

Syafi’i menggunakan dalil al-Qur’an Surat ath-Thalak ayat 1 dan 6. Sedangkan 

Mazhab Hanbali berpendapat perempuan tersebut tidak mendapatkan nafkah 

maupun tempat tinggal, Mazhab Hanbali menggunakan dalil Hadits Nabi SAW 

dari Fatimah Binti Qais. Adapun solusi terhadap permasalahan ini adalah harta 

bersama. Dengan adanya harta bersama isteri yang telah diceraikan (talak bain) 

akan mendapat bagiannya sesuai haknya sendiri yaitu mendapatkan setengah dari 

harta bersama. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Secara etimologi, pernikahan dapat diartikan dengan watha‟ dan aqad. 

Watha‟ diartikan dengan persetubuhan, dan aqad diartikan dengan perjanjian.
1
 

Sedangkan menurut makna terminologi atau makna istilah pernikahan adalah 

aqad serah terima antara wali perempuan dan laki-laki yang akan menjadi suami
2
 

atau suatu perbuatan yang mengandung beberapa syarat dan rukun. Dalam  

Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 menerangkan tentang 

pengertian pernikahan, bahwa: “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha 

Esa”. Kompilasi Hukum Islam juga memberi pengertian tentang pernikahan, 

bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah.  

Dengan demikian pengertian pernikahan adalah sebuah akad yang telah 

ditetapkan oleh syara‟ yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi 

lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan perempuan 

bersenang-senang dengan lelaki
3
 dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup 

berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang yang diridhoi Allah 

                                                             
1
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Cet 2 (Jakarta:  Prenada 

Media Group, 2006), hlm. 11. 
2
Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet 4, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8. 
3
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Cet 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

hlm 38. 
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SWT. Para ulama telah sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah 

dipenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah.
4
 

Di antara syarat-syarat akad nikah adalah adanya calon mempelai (pria dan 

wanita), wali, dan saksi.
5
 Sedangkan rukun akad nikah adalah ijab dan qabul yang 

mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Ijab adalah bentuk ungkapan baik 

yang memberikan arti akad atau transaksi, dengan catatan jatuh pada urutan 

pertama. Sedangkan qabul adalah bentuk ungkapan yang baik untuk menjawab, 

dengan catatan jatuh pada urutan kedua dari pihak mana saja dari kedua pihak. 

Pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan dipertegas dengan sunnah Nabi 

SAW untuk dilaksanakan, dijaga dengan landasan kasih sayang, apabila dilakukan 

dengan tuntutan syar‟i maka akan mendapatkan suatu ibadah yang bernilai 

tinggi.
6
 

Keharmonisan hubungan suami isteri merupakan salah satu tujuan utama 

yang sangat dikehendaki Islam, terciptanya keluarga yang bahagia sakinah 

mawaddah warahmah merupakan tujuan dari pernikahan dalam Islam. Rumah 

tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang tenteram, damai, teduh, bahagia, 

di bawah naungan kasih sayang dari yang Maha kasih dan Maha sayang. Suami 

isteri hendaknya saling menjaga perkataan dan perasaan serta saling memberi dan 

menghargai. Dengan menjalani hidup rumah tangga secara demikian, Insya Allah 

rumah tangga akan dipenuhi barakah, sa‟adah, mawaddah warahmah. Hubungan 

                                                             
4
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, Cet 1, jilid 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 

hlm. 204.  
5
Ibid., hlm. 205. 

6
Agustin Hanafi, dkk, Buku Dasar Hukum Keluarga, (Darussalam Banda Aceh, 2014), 

hlm.  14. 
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perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, suami berkewajiban memberi 

nafkah kepada para isteri dan anak-anaknya.
7
 Isteri mempunyai kewajiban untuk 

selalu bersikap baik kepada suami dan juga anak-anaknya. Nafkah yang menjadi 

kewajiban suami adalah seluruh kebutuhan dan keperluan isteri yang berlaku 

menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal dan 

sebagainya. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan 

yang secukupnya dan disesuaikan dengan kemampuan suami.
8
 Firman Allah surat 

at- Talaq : 7 

                                 

                      

Artinya:“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan”. (Q.S. at-Talak : 7) 

 

Menjaga keutuhan dari sebuah pernikahan tidak semudah membalikkan 

telapak tangan karna perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik, riak-riak 

kecil biasa muncul ditengah perjalanan, hanya saja tergantung kepada suami dan 

isteri yang menjalani pernikahan tersebut dalam menyikapinya dengan baik dan 

menjadikan perselisihan yang terjadi sebagai control untuk masing-masing 

pribadi. Fiqih menyebut perselisihan itu dengan an-Nusyuz (kedurhakaan), asy- 

                                                             
7
M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, (Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2005), hlm. 456. 

8
Ibid., hlm. 341. 
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Syiqaq (perselisihan), Khulu‟, Ila‟ dan Zhihar.
9
 Di antara penyebab terjadi konflik 

dalam rumah tangga disebabkan perasaan yang kurang dihargai, cemburu yang 

berlebihan, kurangnya keterbukaan masalah keuangan, masalah hubungan intim, 

masalah privasi masing-masing dan sebagainya. Manakala ikatan cinta kasih 

sebagai fondasi penting dalam perkawinan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, 

maka perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau isteri untuk 

menyelesaikan permasalahannya. Perceraian adalah suatu perbuatan halal namun 

sangat tidak dianjurkan (dibenci) dalam Islam.
10

 

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah 

mempertimbangkan secara matang seperti melihat kondisi anak, serta dengan 

alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara 

sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk 

syari‟at. Namun, secara normatif Rasulullah SAW memperingatkan bahwa Allah 

SWT sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan 

demikian, secara tersirat Rasullullah SAW mengajarkan agar keluarga muslim 

sedapat mungkin menghindarkan perceraian. Dibalik kebencian Allah SWT itu 

terdapat suatu peringatan bahwa suatu perceraian itu sangat berbahaya dan 

berdampak negatif terhadap keluarga.
11

 

                                                             
9
Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Cet 2, 

(Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 296. 
10

Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2002), hlm. 27. 
11

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Cet 1, 

(Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 48. 
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Namun demikian, pada kondisi tertentu perceraian terpaksa difungsikan, 

karena hanya dengan itu suatu permasalahan bisa berakhir.
12

 Talak dalam kitab-

kitab fiqih berbeda menurut macamnya. Talak raj‟i tidaklah mengakhiri 

pernikahan secara langsung, suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali 

isterinya setelah talak itu dijatuhkan, selama isterinya itu masih dalam masa 

iddah. Sedangkan talak bain mengakhiri sama sekali hubungan pernikahan. Bekas 

isteri tidak boleh lagi rujuk dan tidak pula dapat dinikahkan kembali kecuali 

apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri itu menikah dengan orang 

lain dan kemudian terjadi perceraian ba‟da ad dukhul dan habis masa iddahnya. 

Ketentuan-ketentuan yang mengikat diatas mengisyaratkan bahwa hubungan 

pernikahan sudah berakhir sama sekali dengan terjadinya talak bain. Oleh sebab 

itu, isteri yang telah ditalak bain statusnya telah berubah menjadi wanita lain 

dengan segala ketentuannya. 

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat hukum 

tertentu baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri. Isteri yang ditalak 

raj‟i masih berhak atas nafkah dari suaminya karena ia masih dikatakan isteri, dan 

suami isteri masih mempunyai hak rujuk kembali. Sedangkan nafkah isteri yang 

ditalak bain masih diperselisihkan dikalangan Ulama Fiqih. Keterangan ringkas 

diatas bila kita hubungkan dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu kapan 

nafkah iddah isteri yang ditalak diberikan dan kapan harta bersama selayaknya 

dibagi, dapat disimpulkan bahwa pada talak bain. Harta bersama layak ditentukan 

pembagiannya setelah terjadi atau pasti akan terjadi percerain, begitu juga dengan 

                                                             
12

Ibid., hlm. 50.  
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katetapan nafkah iddah terhadap isteri yang telah diceraikan. Persoalan yang akan 

dibahas kali ini adalah tentang nafkah iddah isteri yang ditalak bain dalam 

keadaan tidak hamil dan pembagian harta bersama yang disebabkan adanya 

perceraian suami isteri.  

Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada 

mulanya didasarkan atas „urf atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak 

memisahkan antara hak milik suami dan isteri.
13

 Dengan terjadinya perceraian, 

maka terjadilah persoalan nafkah iddah isteri yang ditalak dan pembagian harta 

bersama. Di saat hukum syari‟at mewajibkan wanita untuk menjalani masa 

iddahnya, maka pada saat itulah hukum syari‟atpun mewajibkan mantan suami 

yang menceraikannya untuk bisa menafkahinya, dan juga menimbulkan suatu hak 

dan kewajiban dari peristiwa itu terhadap harta bersama. Sesungguhnya standar 

kemuliaan dan ketinggian yang dicapai oleh wanita adalah sejauhmana ia 

menikmati hak-hak yang dapat menjaganya, memuliakannya, melindunginya, dan 

menghargainya. Islam telah memberikan hak-hak kepada wanita yang secara 

umum.
14

  

Adapun hak-hak tersebut diantaranya hak mendapatkan nafkah karena 

iddah (masa menunggu setelah dicerai oleh suaminya) sesuai dengan perincian 

yang telah diketahui dalam kitab-kitab fiqih.
15

 Adapun hak lain yang diperoleh 

isteri setelah diceraikan adalah adanya hak untuk memiliki harta bersama. Nafkah 

iddah merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri 

                                                             
13

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer..., hlm. 59. 
14

Abdul Majid Az-Zindani, Hak-hak Politik Wanita dalam Islam, Cet. 1, ( Jakarta 

Timur: Al-I‟tishom Cahaya Umat, 2003), hlm. 79. 
15

Ibid., hlm. 85. 
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yang sedang menjalani masa iddah akibat diceraikan oleh suami, baik dalam 

keadaan hamil atau tidak.
16

 

Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh ketika pasangan 

suami isteri masih dalam ikatan perkawinan dan menjadi sebagian hak isteri  

ketika terjadinya perceraian. Dalam masalah ini, tidak hanya diatur dalam Syari‟at 

saja, akan tetapi masalah ini juga diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 

tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam Undang-

undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41c “Pengadilan dapat 

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Di dalam KHI pasal 149 b, 

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi 

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas 

isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.
17

 

Dalam hal ini terkait masalah harta bersama setelah terjadinya perceraian 

juga di atur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 37 

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing.
18

 KHI pasal 97 “Janda atau duda cerai hidup masing-

masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 

perjanjian perkawinan”. Akan tetapi terdapat perbedaan ulama terkait mengenai 

pembahasan ini yang dimana menurut pendapat Mazhab Syafi‟i bahwa isteri yang 

ditalak bain yang keadaannya tidak hamil berhak mendapatkan tempat tinggal 

                                                             
16

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat 

dan UU   Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166. 
17

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam, Cet. 5.(Bandung: Citra Umbara, 2004), hlm 367. 
18

Ibid., hlm.12 
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akan tetapi tidak berhak atas nafkah. Sedangkan menurut pendapat Mazhab 

Hanbali isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil maka tidak berhak 

mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.
19

 Adapun alasan mazhab Syafi‟i 

mengatakan demikian dengan menggunakan dalil Surat at-Thalak ayat 6 

                      

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka” 

  Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanbali berdalil dengan Hadist dari 

Fatimah binti Qais   

ََ سَلَّمَ فيِْ الْمُطلَْقةَِ ثلَاَ  عْبىِِ عَهِ الشّ   ًِ عَهْ فاَ طِمَةَ بىِْتِ قيَْسِ عَهِ الىَّبيًِ صَلى اّللٌّ عَليْ

 ةَ(. زَاي أحمد َ مسلم. قَ ثاَ. قاَل: )ليَْسَ لٍَاَ سُكْىىَ، َلا وفَ

Artinya:  Diriwayatkan dari Sya‟bi dari Fatimah binti Qais r.a, dari Nabi SAW. 

Mengenai perempuan yang ditalak tiga kali, beliau bersabda: 

(Perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan 

nafkah.) (HR. Ahmad dan Muslim).
20

 
 

 Hadits ini menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak bain tidak berhak 

memperoleh nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya. Dimana dalam 

masalah ini tentang pemberian nafkah  dan tempat tinggal bagi wanita yang 

ditalak bain yang tidak dalam keadaan hamil adalah masalah yang  tidak bisa 

dianggap biasa dalam penetapan hukumnya, begitu juga terkait masalah harta 

                                                             
19

Syekh Imam Ulamah Ibnu Qudamah, Al-Muqni Sarh Al- Kabir, jilid 9 (Beirud 

libanani, 682), hlm.  288. 
20

Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, Nailul Authar, Jilid 5, Cet 3, (Surabaya: PT Bina 

Ilmu, 2001), hlm. 2430. 
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bersama setelah terjadinya perceraian karena hal ini menyangkut pemenuhan hak 

dan kewajiban seorang isteri. 

Berdasarkan uraian di atas serta berbagai kejadian ini menyebabkan 

kehidupan isteri yang telah diceraikan menjadi masalah yang harus dijelaskan, 

penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan 

judul “HAK ISTERI DALAM TALAK BAIN KEADAAN TIDAK HAMIL 

MENURUT MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANBALI (Keberadaan 

Harta Bersama Sebagai Solusi)” 

 

1.2.     Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis 

hanya membatasi pada masalah Hak Isteri dalam talak bain Keadaan tidak Hamil 

menurut Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanbali analisis tentang keberadaan harta 

bersama. Oleh karena itu penulis ingin merumuskan masalahnya sebagai berikut. 

1. Bagaimana hak isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil 

menurut pendapat Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanbali? 

2. Bagaimana landasan pendapat mazhab Syafi‟i dan Hanbali tentang 

hak isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil? 

3. Bagaimana solusi terhadap hak isteri yang ditalak bain? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diurairan, tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut:     
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1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hak isteri yang 

ditalak bain dalam keadaan tidak hamil menurut pendapat Mazhab 

Syafi‟i dan Mazhab Hanbali 

2. Untuk mengetahui landasan pendapat mazhab Syafi‟i dan Hanbali 

tentang hak isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil  

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana solusi terhadap hak 

isteri yang ditalak bain 

 

1.4 Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam memahami 

judul proposal skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian istilah 

yang terdapat dalam judul Proposal Skripsi ini diantaranya:  

1. Hak Isteri 

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang 

telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak 

memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, 

kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh 

undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk 

menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
21

 Lebih jelasnya lagi yang dimaksud 

dengan hak adalah kewenangan atas sesuatu atau yang wajib atas seseorang untuk 

orang lain.
22

 Pengertian isteri juga dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia. 

                                                             
21

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Cet.6,  (Jakarta 

Barat: PT Media Pustaka Phoenix), hlm. 30. 
22

Abdul Gani Isa, Menulusuri Paradigma Fiqih kontemporer, Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-

Raniry Press, 2009), hlm 56. 
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Isteri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; wanita 

yang dinikahi.
23

 Adapun yang dimaksud dengan Hak Isteri adalah suatu 

kebutuhan yang menjadi milik isteri yang harus dipenuhi oleh suami. 

2. Talak Bain  

Secara bahasa, talak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah, 

talak berarti pemutusan tali perkawinan.
24

 Talak bain adalah talak yang 

dijatuhkan suami dan bekas suami tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan 

pembaruan akad nikah dengan seluruh syarat dan rukunnya. Talak bain ada 2 

macam: Pertama bain shughra adalah menghilangkan pemilikan mantan suami 

terhadap mantan isterinya tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami 

untuk rujuk dengan memperbaharui akad nikah. Kedua bain kubra adalah talak 

tiga dimana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali jika mantan isterinya 

pernah menikah lagi.
25

 

3. Harta Bersama 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah harta bersama terdiri dari 

dua kata, yaitu harta dan bersama. Harta artinya barang-barang (uang, dsb) yang 

menjadi kekayaan. Sedangkan bersama mempunyai arti bersama-sama; 

berbarengan; serentak. Jadi, adapun  yang dimaksud dengan harta bersama adalah 

barang-barang atau kekayaan yang dihasilkan secara bersamaan didalam 

perkawinan atau kesatuan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga 

                                                             
23

Ibid., hlm.376. 
24

Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2008), hlm. 427. 
25

Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut al-Qur‟an, as-Sunnah dan 

Pendapat Para Ulama, Cet 1 (Bandung: Mirzan Media Utama, 2002), hlm.204. 
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selama perkawinannya.
26

 Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan masalah Harta Bersama. Harta 

bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.
27

 Jadi, pengertian harta 

bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah 

atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka bersama atau 

sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.
28

 

4. Perbandingan  

Muqaran )مقا زن( secara etimologis merupakan derivasi dari isim maf‟ul 

dari qarana )قا زن(   yuqarinu )يقا زن(  muqaranatan )مقا زوة(  muqarinun )مقا زن(  yang 

berarti menghubungkan, mengumpulkan dan memperbandingkan.
29

 Sedangkan 

secara terminologis kata muqaran baru akan memiliki makna yang jelas dan 

akurat jika kata tersebut dipadukan dengan benda, sebab isim maf‟ul mengandung 

pengertian sifat (adjektif), yaitu sesuatu yang dibandingkan.
30

 

5. Mazhab 

 Mazhab ditinjau dari segi bahasa mempunyai pengertian yang luas, 

seperti terlihat dalam ungkapan perkataan: 

 ذٌب مرٌب فلا ن اى قصد قصد ي * ذٌب فى الديه مرٌبا اى زآى فيً زآيا

                                                             
26

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka), hlm. 299. 
27

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam, Cet. 5.(Bandung: Citra Umbara, 2004), hlm. 12 
28

Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,), hlm. 161. 
29

Muslim Ibrahim, Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh, Cet 1 (Banda Aceh: Lembaga 

Naskah Aceh, 2014), hlm.8. 
30

Muslim Ibrahim dkk, Pengantar Fiqh Muqaran, Cet 1( Banda Aceh: Katalok dalam 

Terbitan (KDT), 2014), hlm.5.  
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Dari ungkapan ini dapat ditegaskan bahwa kata Mazhab mempunyai tiga 

arti ; دالمتق  (pendirian, kepercayaan, idiologi), الطر يقة ( jalan atau sistem),  الأ صل 

(sumber, patokan, pendapat yang kuat). Sedangkan pengertian Mazhab dalam 

istilah Fuqaha‟, mempunyai dua arti yaitu; pendapat salah seorang imam mujtahid 

mengenai hukum-hukum masalah ijtihadi dan pendapat salah seorang imam 

mujtahid mengenai kaidah-kaidah penggalian hukum (istinbat) dari dalil-dalil 

yang mu‟tabar.
31

 

6. Imam Syafi‟i 

Imam Syafi‟i dilahirkan di Ghazza Palestina pada tahun 150 H, yaitu pada 

tahun wafatnya Abu Hanifah. Imam Syafi‟i wafat di mesir pada tahun 204.
32

 Dia 

meninggal di usia 54 tahun pada malam Jum‟at dan di makamkan pada hari itu 

juga sesudah Ashar pada akhir bulan Rajab, dia di makamkan di Mesir.
33

 

 Pertemuan keturunan beliau dengan Nabi Muhammad SAW ialah pada 

Abdul Manaf anak Qushai. Ibunya bernama Fatimah anak Ubaidillah, anak Hasan 

(cucu Nabi SAW), anak Ali, anak Abu Talib. Dilihat dari keturunan ibu bapaknya, 

imam Syafi‟i r.a keturunan suku Quraisy.
34

 Dasar-dasar penistimbatan hukum 

yang digunakan oleh Mazhab Syafi‟i adalah; al-Qur‟an, al-Hadits, Ijma‟, Qiyas 

dan Istishab (berpegang kepada keadaan semula).
35

 Menurut al-Imam Abu 

Muhammad al-Hasan bin Muhammad al- Marwasiy, bahwa imam Syafi‟i 

                                                             
31

Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Cet 1 (Jakarta: Pustaka 

Pirdaus, 2003), hlm. 91.  
32

Al Imam Asy-Syafi‟i, Al-Umm, terj. Ismuha Yakub, Cet 1, (Kuala Lumpur: Voctory 

Agencie, 1989), hlm. 19 
33

Imam Syafi‟i, Ar-Risalah (Buku Pertama dalam Ushul Fikih), Cet 3, ( Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2011), hlm. 5.  
34

Al Imam Asy-Syafi‟i, Al-Umm, terj.,,, hlm. 19 
35

M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 

211. 
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menyusun kitab sebanyak 113 buah
36

 kitab yang membahas tentang aqidah, 

tauhid, tafsir, hadits, fiqh, tasawuf, kesusasteraan arab dan orang yang pertama 

sekali menyusun ilmu Ushul Fiqh.
37

 

7. Imam Hanbali 

Imam Hanbali nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibn 

Hanbal ibn Hilal Addahili as-Syaibani al-Maruzi. Imam Hanbali dilahirkan di 

Baghdad pada tahun 164 H. Ayahnya bernama Muhammad as-Syaibani al-

Maruzi, sedangkan ibunya bernama Syarifah binti Maimunah binti Abdul Malik 

bin Sawadah binti Hindun as-Syaibani (wanita dari bangsa Syaibaniyah) dari 

golongan terkemuka kaum bani Amir. Ayahnya meninggal ketika berusia 30 

tahun, dan pada masa itu Imam Hanbali masih anak-anak, sebab itulah sejak kecil 

dia tidak pernah diasuh oleh ayahnya hanya ibunya yang mengasuh dirinya.
38

 

 

1.5 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk 

mendapat gambaran tentang topik yang dibahas/ diteliti apakah sudah pernah ada 

penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. 

Kajian pustaka ini juga untuk mengetahui buku-buku atau kitab-kitab yang 

membahas tentang penelitian ini. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada 

pengulangan  materi penelitian secara mutlak. 

                                                             
36

Munawar Khalil, Biografi Empat Serangkai Imam-imam, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1977), hlm. 217. 
37

Al Imam Asy-Syafi‟i, Al-Umm, terj. Ismail Yakub..., hlm. 24. 
38

M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 

221 
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Sejauh yang penulis ketahui, belum ada kajian yang membahas secara 

mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada hak isteri yang ditalak bain 

dalam keadaan tidak hamil keberadaan harta bersama sebagai solusi secara lebih 

khusus yang membahas tentang studi perbandingan Mazhab Syafi‟i dan Mazhab 

Hanbali. Namun, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan persoalan. Diantara 

tulisan secara tidak langsung berkaitan dengan judul ini yaitu skripsi yang ditulis 

oleh Ruhul Hayati.
39

 Penelitiannya difokuskan kepada nafkah iddah menurut 

Nash al-Qur‟an, Hadits dan Undang-undang No 1 tahun 1974 bahwa nafkah iddah 

itu memang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan isterinya. Abd. 

Rashid bin MD Din.
40

 Penelitiannya difokuskan kepada Isteri yang ditalak raj‟i 

dan pengabaian hak-hak isteri dalam masyarakat perak bahwa wajibnya nafkah 

dan tempat tinggal bagi isteri yang ditalak raj‟i saja tidak membahas masalah 

suami yang mentalak isterinya dengan talak bain. Zulfita Nurida
41

 penelitiannya 

difokuskan pada masalah pembagian harta bersama yang dilaksanakan oleh 

Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh. 

Dari paparan diatas, penulis tidak menemukan sebuah karya yang secara 

khusus mengkomparasikan pemikiran Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanbali terkait 

dengan hak isteri dalam talak bain keadaan tidak hamil dan terkait masalah hak 

isteri tentang harta bersama. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas 

                                                             
39

Ruhul Hayati., “Nafkah Iddah Terhadap Isteri Tertalak Menurut Nas dan UU Nomor 1 

Tahun 1974‟‟, Skripsi pada Fakultas Syari‟ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008. 
40

Abd. Rashid bin MD. Din., Pengabaian Hak-hak Isteri dalam Iddah Talak Raj‟i 

“Studi pada Masyarakat Negeri Perak Malaysia”, Skripsi pada Fakultas Syari‟ah IAIN Ar-

Raniry Banda Aceh, 2008. 
41

Zulfita Nurida., “Prosedur Penyelesaian Harta Bersama Oleh Mahkamah Syar‟iyah 

Studi Kasus di Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh”, Skripsi pada fakultas Syari‟ah IAIN Ar-

Raniry Banda Aceh, 2008. 
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kedua Mazhab tersebut untuk melihat metode serta konsepnya mengenai hak isteri 

dalam talak bain keadaan tidak hamil. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data 

tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. 

Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

skunder sesuai dengan kebutuhan penelitian.
42

 Penulisan skripsi ini dikategorikan 

dalam penelitian kepustakaan (librari research), yaitu sesuatu penelitian yang 

dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang 

bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, 

seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah 

sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat 

dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.
43

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber yaitu bahan primer 

dan bahan sekunder; 

 

 

                                                             
42

Soejono Soekanto Abdurahman, Metodologi Penelitian (Jakarta: Renaka Cifta, 1999), 

hal. 24. 
43

Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skipsi, Cet. 1, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95. 
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1. Bahan utama (primer) 

Sumber utama berupa kitab yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu 

kitab-kitab ulama fikih seperti, al- Majmu Syarh al- Muhadzdzab karya an-

Nawawi dan al- Muqhni, karya Ibnu Qudamah dan buku yang membahas masalah 

harta bersama seperti Pencarian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut 

Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam, karya Prof. Dr. 

Ismuha. 

2. Bahan Pendukung (sekunder) 

Sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-

buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, 

buku-buku yang membahas tentang nafkah isteri dalam masa iddah, perempuan 

dan hak-haknya menurut pandangan Islam dan hukum-hukum perceraian. 

3. Metode Analisa Data 

Teknik analisa data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data-

data yang diperoleh. Dalam menganalisis data penulis memerlukan data yang 

lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu agar tulisan ini lebih 

terarah dan mendekati kesempurnaan. Metode analisa yang digunakan adalah 

metode “diskriptif-komparatif” yaitu metode pemecahan masalah yang ada pada 

masa sekarang atau pencarian fakta dengan interfretasi yang tepat untuk membuat 

diskripsi, sifat-sifat yang berhubungan dengan fenomena yang satu dengan 

fenomena yang lain yang diselidiki, atau yang dimaksud dengan data hasil analisa 

yang dipaparkan sedemikian rupa dengan membandingkan pendapat-pendapat 

yang ada di sekitar masalah yang dibahas. 
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Dalam fikih perbandingan kajian ini disebut dengan Muqaranah mazahib 

fi fiqh yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Perbandingan Mazhab dalam 

fikih yang menjadi bidang sub disiplin ini adalah seluruh masalah fikih yang di 

dalamnya terdapat perbedaan pendapat, baik masalah itu terdapat dalam hukum-

hukum yang menyangkut dengan „ubudiyah (peribadatan), ahwah al-syaksiyah 

(kekeluargaan), madaniyyat (keperdataan), jinayat (kepidanaan), al-murafa‟at 

(hukum acara), dusturiyat (ketatanegaraan), dauliyyat (hukum internasional) 

ataupun hukum yang menyangkut dengan iqtishadiyyat walmaliyyat (ekonomi 

atau keuangan) dan lain-lain sebagainya.
44

 Sebagai alternative untuk menjawab 

permasalahan fiqih klasik (perbandingan Mazhab), skripsi ini menambahkan fiqih 

modern berupa pembagian harta bersama yang telah menjadi undang-undang di 

Indonesia. 

4. Teknik Penyajian Data 

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis 

berpedoman kepada penulisan skripsi Fakultas Syari‟ah UIN Ar-Raniry. 

Kemudian untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur‟an mengutip dari terjemahan yang 

diterbitkan oleh  Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Depertemen Agama RI 

Tahun 2011. 
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Muslim Ibrahim dkk, Pengantar Fiqh Muqaaran, (Banda Aceh: Fakultas Syari‟ah dan 

Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry, 2014), hlm. 8.  
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1.7 Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dan para pembaca nantinya dalam 

memahami skripsi ini maka penulis menguraikan sistematika pembahasan terdiri 

dari empat bab. 

1. Bab satu pendahuan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

2. Bab dua membahas, Talak dan harta bersama yang terdiri dari pengertian, 

dasar hukum dan macam-macam Talak, sumber harta dalam perkawinan, 

hak-hak isteri dalam perkawinan, nafkah isteri dalam masa iddah, 

pembagian harta bersama  

3. Bab tiga membahas tentang hak isteri dalam talak bain dan harta bersama 

menurut mazhab Syafi‟i dan mazhab Hanbali yang terdiri dari keabsahan 

aqad nikah ketika talak bain, pandangan mazhab Syafi‟i dan mazhab 

hanbali tentang hak isteri dalam talak bain keadaan tidak hamil, 

pandangan Mazhab Syafi‟i terhadap hak isteri dalam talak bain keadaan 

tidak hamil, pandangan Mazhab Hanbali terhadap isteri dalam talak bain 

keadaan tidak hamil, analisis dalil masing-masing mazhab, harta bersama 

dalam Islam.  

4. Bab empat merupakan bab penutup dari penelitian ini, yang berisi 

kesimpulan atas persoalan yang diteliti dan saran-saran berkenaan dengan 

objek penelitian. 
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BAB DUA 

TALAK DAN HARTA BERSAMA 

 

2.1.  Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-macam Talak 

2.1.1. Pengertian Talak 

Secara etimologi talak adalah melepaskan, membebaskan, meninggalkan, 

atau pemutusan ikatan,
1
 sedangkan menurut terminologi kata talak berarti 

melepaskan ikatan perkawinan dengan lafal talak atau semacamnya.
2
 Perceraian 

dalam Bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam 

istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Hukum perceraian dalam Islam juga 

kerap menimbulkan salah faham, seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang 

lebih besar kepada laki-laki dari pada perempuan. Padahal, betapa hati-hatinya 

hukum Islam dalam mengatur soal perceraian dan tidak salah kalau dikatakan 

bahwa tiada satu agama atau peraturan manusia pun yang dapat menyamainya. 

Hak laki-laki dan perempuan begitu seimbang sehingga mencerminkan 

rasa keadilan yang luhur. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian dan 

hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya 

perceraian suami isteri. Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa 

hubungan suami isteri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis.  

Cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber bermacam-macam salah paham 

dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati 

setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau karena faktor-faktor tertentu yang 

                                                             
1
Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2008), hlm. 427. 
2
Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, Cet 

1, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 255. 
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menyebabkan salah seorang dari suami isteri atau bahkan keduanya melakukan 

perceraian. Al-Qur‟an menjelaskan perlakuan yang seimbang kepada perempuan 

dan laki-laki dalam perceraian. Keduanya memikul beban yang sama dan 

menerima hak yang sederajat. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila 

mengandung unsur kemaslahatan, seperti suami isteri yang bertengkar tidak 

menghasilkan perdamaian lagi, sehingga kalau tidak dilakukan perceraian akan 

menimbulkan mudharat terhadap suami isteri. Peraturan tentang perceraian 

setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. 

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk 

mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sematang-matangnya dalam batas-

batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyak akibat buruk dari suatu 

perceraian yang menyangkut keluarga terkhususnya terhadap anak-anak. Secara 

moral, perceraian suatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah SWT, 

walaupun halal, maka semuanya harus diberikan dalam batas-batas yang dapat 

dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami isteri dan 

keluarganya pada khususnya maupun pengaruhnya yang langsung atau tidak 

langsung terhadap masyarakat pada umumnya.
3
  

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih 

benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak 

berarti kufur terhadap nikmat Allah. Pernikahan adalah suatu nikmat dari 

beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Ulama 

                                                             
3
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, Cet 1, Jilid 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 

hlm. 55.  
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Syafi‟iyah dan hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci, menurunt 

mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah.
4
 

2.1.2. Dasar Hukum Talak 

Dasar hokum talak dalam hukum Islam dapat dipahami dari ayat al-Qur‟an 

dan Hadits Nabi SAW ; 

1. al-Qur‟an  

Dasar hukum talak adalah al-Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 231. 

                          

                         

                        

                         

 

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 

iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau 

ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu 

rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian 

kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka 

sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah 

kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat 

Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al 

Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran 

kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah 

kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui 

segala sesuatu. 

 

                                                             
4
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat...., hlm. 258. 
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Yang dimaksud dengan sampainya waktu dalam ayat diatas adalah 

mendekati akhir iddahnya. Apabila telah mendekati akhir iddahnya, maka boleh 

jadi dilakukan rujuk dengan niat menghadapkan perdamaian dan bergaul dengan 

cara yang makruf. Inilah yang dimaksud dengan al-imsak-bil-ma‟ruf‟ menahan 

dengan cara yang makruf, atau membiarkan iddahnya habis menjadikan si isteri 

tertalak bain. Inilah yang dimaksud dengan tasrih bi-ihsan‟ melepaskan dengan 

cara yang baik, tidak menyakitinya dan tidak meminta tebusan juga tidak 

menghalang-halanginya untuk kawin dengan laki-laki lain yang disukainya. 

Orang yang merujuk isteri untuk memberi kemudharatan dan menganiaya dirinya 

sendiri, karena si isteri itu adalah saudaranya (seagama) dan sama dengan dirinya 

(sebagai manusia). Maka, apabila dia menganiayanya berarti dia menganiaya 

dirinya sendiri dengan menceburkannya kedalam maksiat dan menjauhkannya 

dari jalan ketaatan.
5
 

Dasar hukum selanjutnya Surat al-Baqarah ayat 232. 

                          

                              

                 

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka 

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan 

bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka 

dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang 

yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih 

                                                             
5
Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an ,  cet 1, jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 

hlm. 297. 
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baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui. 

 

Dalam ayat ini berbicara masalah “menghalangi”. Kepada bekas suami 

yang telah menceraikan isterinya, agar dia tidak menghalangi perempuan yang 

telah diceraikannya dan telah sampai pada iddahnya untuk kawin dengan laki-laki 

lain yang akan menjadi suaminya. Itulah yang dimaksud dengan perkataan 

“azwajahunna” ialah laki-laki yang akan menjadi suaminya. Menghalangi bekas 

isteri kawin dengan orang lain sesudah dicerai adalah kebiasaan orang-orang besar 

pada zaman dahulu. Mereka merasa malu kalau bekas isterinya kawin dengan 

orang lain, karena sebab itulah mantan isteri tetap menjadi janda selama-lamanya. 

Itulah yang dimaksud dalam ayat diatas.
6
 

Dasar hukum selanjutnya Surat ath-Talak ayat 1. 

                      

                          

                        

           

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta 

bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan 

mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar 

kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-

hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap 

                                                             
6
Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, cet 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2006), hlm. 125. 
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dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan 

sesudah itu sesuatu hal yang baru. 

 

Ayat ini pada mulanya ditujukan kepada Nabi SAW, kemudian ditujukan 

kepada seluruh umat jika mereka hendak menjatuhkan talak kepada isterinya. 

“talaklah mereka untuk iddahnya” Maksudnya supaya mereka itu menjatuhkan 

talak di waktu perempuan itu suci dan belum lagi dicampuri agar jangan terlalu 

lama iddah perempuan. Karena, kalau dijatuhkannya talak ketika perempuan itu 

sedang haid atau pada masa sedang suci yang telah dicampurinya, maka iddah 

perempuan itu belum lagi berjalan.  

“Dan hitunglah waktu iddah itu,” artinya iddah perempuan itu sampai tiga 

kali quru‟, sedangkan perempuan yang hamil lama masa iddahnya menunggu 

sampai lahir kandungannya dan perempuan yang telah berhenti dari haid 

menunggu tiga bulan sepuluh hari. “Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Tuhanmu” berarti, takutlah kamu kepada Allah dan patuhi segala peraturan yang 

diadakan kalau kamu hendak menjatuhkan talak kepada isterimu. 

Selanjutnya telah diterangkan oleh Allah SWT, supaya isteri itu jangan 

sampai diusir dari rumahmu sebelum habis masa iddahnya. Hal itu berdasarkan 

ayat ini, wajiblah memberikan tempat kediaman bagi sekalian perempuan yang 

ditalak, baik talak raj‟i maupun talak bain yaitu selama mereka masih dalam 

masa iddah. Selain tempat tinggal, suami juga wajib pula memberikan nafkah 

kepada mereka, yaitu isteri yang ditalak raj‟i. Karena perempuan selama dalam 

masa iddah masih terhitung isterinya dan tidak ada hak bagi isteri untuk 

mengingkari suaminya yang bermaksud hendak rujuk kepadanya. Berbeda dengan 

isteri yang ditalak dengan talak bain, hanya wajib memberi tempat kediaman saja. 
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Kewajiban-kewajiban suami itu wajib dilakukan kecuali kalau perempuan itu 

melakukan perbuatan yang keji.
7
 

2. Adapun dalil Hadits adalah; 

فِ بنِ وَاصِمِ، عَنْ مُحَارِبِ  حد ثنا كَثيِْرُ بْنُ عُبيَْدِ، حدثنا دُ بن خَا نِدِ عَنْ مُعَرِّ مُحَمَّ

صهى الله عهيو و سهم قاَ ل: )ابَْغَضُ انْحَلاَ لَ إنى  بنِ دِثاَ رِ، عَنْ ابنِ عُمَرَ عَنْ اننَّبيِِّ 

 عَزَّ وَجَمَّ انطَّلاَ قُ(.الله 

Artinya: katsir ibn ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad ibn khalid 

menceritakan kepada kami dari mu‟arrif ibn washil, dari muhgarib ibn 

distar, dari Ibn „Umar dari Nabi SAW bersabda; Perkara halal yang 

paling dibenci Allah azza wa jalla ialah menjatuhkan talak.
8
 

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihalalkan, ada hal-hal 

yang dibenci oleh Allah SWT, dan talak merupakan perkara halal yang paling 

dibenci oleh Allah SWT. Makna dibenci di dalam hadits ini sebagai kiasan, yakni 

tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu 

dilakukan. Hadits ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang tidak 

menjatuhkan talak tanpa adanya faktor-faktor yang membolehkannya.
9
 

قا ل رسول اّلله صهي اّلله عهيو وسهم : لا طهق إلا  عن جا بر رضي اّلله عنو قا ل :

 بعد نكا ح ولا عتق إلا بعد مهك )رواه ابن ما جو (

Artinya: Dari Jabir r.a, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: 

(Tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak 

                                                             
7
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 603.  

8
Abu Dawud Sulaiman bin Asy-„Asy  al-Sajistani, Sunan Abi  Dawud, Jilid II, (Beirut: 

Dar al-Fikr li al-Taba‟ah wa al-Nasyr wa al-tawzi‟, hlm. 226. 
9
Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulus Salam, jilid 3, cet 8, (Jakarta: 

Team Darus Sunnah, 2013), hlm. 13. 
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memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikannya.)(H.R. Abu 

Ibnu Majah).
10

 

Hadits diatas menjelaskan talak dan memerdekakan budak, bahwa talak 

dapat dijatuhkan setelah adanya akad dalam pernikahan dan memerdekakan budak 

dapat dilakukan apabila budak mendapatkan taunya. 

 

2.1.3. Macam-macam Talak 

1. Talak Sunni 

Talak sunni adalah talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama dan 

disepakati keabsahannya oleh para Ulama.
11

 Seperti, seorang suami menalak 

isterinya yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum 

dia sentuh kembali selama masa bersih itu. Kompilasi Hukum Islam juga 

menerangkan tentang talak sunni dalam Pasal 121 “Talak sunni adalah talak yang 

dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak 

dicampuri dalam waktu suci tersebut. 

2. Talak Bid‟i 

Talak bid‟i adalah talak yang menjalahi ketentuan agama yang 

diperselisihkan keabsahannya oleh para Ulama. misalnya talak yang diucapkan 

dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, 

atau menalak isteri yang dalam keadaan sedang haid atau isteri dalam keadaan 

suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri. Kompilasi Hukum Islam juga 

                                                             
10

Mu‟ammal Hamidy, dkk, Nailul al-Awthar, (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 2011), hlm. 

2338. 
11

Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut al-Qur‟an, as-Sunnah dan 

Pendapat Para Ulama, Cet 1 (Bandung: Mirzan Media Utama, 2002), hlm. 194. 
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menerangkan tentang talak bid‟i dalam Pasal 122 “Talak bid‟i adalah talak yang 

dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau 

isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. 

3. Talak Raj‟i 

Talak raj‟i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah 

dicampuri, bukan karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami 

secara langsung dapat kembali kepada isterinya yang dalam masa iddah tanpa 

harus melakukan akad nikah yang baru. Kompilasi Hukum Islam juga 

menerangkan tentang talak raj‟i dalam Pasal 118 “Talak raj‟i adalah talak kesatu 

atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah” 

4. Talak Bain 

Talak bain adalah talak yang dijatuhkan suami dan bekas suami tidak 

boleh merujuk kembali kecuali dengan pembaruan akad nikah dengan seluruh 

syarat dan rukunnya.
12

 Talak bain ada dua macam; 

1. Talak Bain Shugra 

Talak bain shughra adalah talak yang menghilangkan kepemilikan 

mantan suami terhadap mantan istrinya tetapi tidak menghilangkan 

kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan memperbaharui akad 

nikah.
13

 Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan tentang talak bain 

shugra dalam pasal 119 “Talak bain shugra adalah talak yang tidak 

                                                             
12

Abu Malik Kamal, Fiqh Sunnah Lin Nisa‟ Ensiklopedi Fiqih Wanita, jilid 2, jilid 1 

(Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa‟id, 2016), hlm. 355. 
13

Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2008), hlm. 427. 
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boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya 

meskipun dalam iddah”. 

2. Talak Bain Kubra 

Talak bain kubra adalah talak tiga dimana mantan suami tidak boleh 

rujuk kembali kecuali jika mantan isterinya menikah lagi dengan laki-

laki lain dan terjadi hubungan suami isteri setelah itu ditalak oleh 

suaminya.
14

 Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan tentang talak 

bain kubra dalam Pasal 120 “Talak bain kubra adalah talak yang 

terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan 

tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu 

dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan 

kemudian terjadi perceraian ba‟da al dukhul dan habis masa iddahnya. 

Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan tentang talak dalam Pasal 117 

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi 

salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 129, 130 dan 131. 

Pasal 129 

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya 

mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan 

Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta 

meminta agar diadakan sidang unuk keperluan itu.” 

 

 

 

 

                                                             
14

Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut al-Qur‟an, as-Sunnah dan 

Pendapat Para Ulama, Cet 1 (Bandung: Mirzan Media Utama, 2002), hlm.204. 



30 
 

 

Pasal 130 

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan 

tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum 

banding dan kasasi.” 

 

Pasal 313 ayat (1), (2), (3), (4), (5). 

1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan 

dimaksud pasal 129 dan dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga 

puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta 

penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud 

menjatuhkan talak 

2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah 

pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang 

bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, 

Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentanng izin bagi 

suami untuk mengikrarkan talak. 

3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami 

mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri 

oleh isteri atau kuasa hukumnya 

4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) 

bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar 

talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak 

suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap 

utuh. 

5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat 

penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan 

bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. 

 

2.2. Sumber Harta Dalam Perkawinan 

Sebagaimana penulis pahami bahwa di dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang  perkawinan pasal 35 ayat (10) dan (2) mengatur harta 

kekayaan suami isteri dalam perkawinan yaitu; Ayat (1) Harta benda yang 

diperoleh selama perkawinan menjadi harta  bersama. Ayat (2) Harta  bawaan dari 

masing-masing  suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai 
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hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang  para 

pihak menentukan lain.
15

 

Berdasarkan keterangan tersebut, sumber harta dalam perkawinan terdiri 

dari harta bawaan dan harta bersama; 

1. Harta Bawaan 

Harta bawaan adalah segala harta benda milik masing-masing suami isteri 

yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai 

warisan atau hadiah yang berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang    

suami isteri tidak menentukan lain.
16

 Dalam hal barang atau harta bawaan antara 

suami isteri, pada dasarnya, isteri tidak mempunyai hak atas harta bawaan 

tersebut. Harta isteri tetap menjadi  hak suami dan  dikuasai  penuh olehnya. Harta 

atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh sebagai 

hadiah atau wasiat  adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para 

pihak tidak menentukan aturan lain dalam perjanjian perkawinan. Maksud barang  

bawaan  adalah  segala  perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh isteri dan 

keluarga si isteri, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya. Suami 

dan isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan  hukum atas harta 

masing-masing, apakah itu hibah, sedekah atau yang lainya. Menurut Imam 

Malik, suami berhak memanfaatkan peralatan rumah tangga isterinya sesuai 

dengan  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  masyarakat.
17
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2. Harta Bersama 

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri selama dalam 

ikatan   perkawinan. Selama perkawinan itu masih berlangsung, harta tersebut 

menjadi harta kekayaan milik bersama antara suami dan isteri.
18

 Dalam 

masyarakat Indonesia ini, hampir semua daerah mempunyai pengertian bahwa 

harta bersama antara suami dan isteri memang ada dengan istilah yang berbeda 

untuk masing-masing daerah.
19

 

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukan bahwa mulai saat perkawinan 

dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan 

suami isteri.
20

 Harta yang diperoleh selama perkawinan itu sebenarnya milik 

bersama. Suami isteri hanya berbeda peran dalam membangun dan membina 

suatu rumah tangga. Di mana zaman sekarang ini, di samping suami, isteripun ada 

yang berperan mencari rezeki, ada yang dalam skala besar seperti memimpin 

suatu perusahaan dan bahkan ada yang menjadi pejabat negara, dan ada pula yang 

berusaha kecil-kecilan. Sebaiknya harta yang diperoleh itu adalah milik bersama. 

Berbeda tentu, sekiranya ada perjanjian yang khusus antara suami isteri, baik 

sebelum akad nikah maupun sesudah akad nikah.
21

 

Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka 

termasuk harta bersama
22

 kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau 
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pemberian secara khusus kepada suami isteri tersebut.
23

 Harta bersama tersebut 

dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, 

benda berwujud dan benda tidak berwujud, baik yang telah ada maupun yang 

akan ada pada saat kemudian. Hadiah, honor, penghargaan dan sebagainya yang 

diperoleh masing-masing pihak yang menyebabkan bertambahnya pendapatan 

yang ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami isteri 

menjadi harta milik bersama. Sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak 

atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas 

persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau isteri tidak boleh menjual atau 

memindahkan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak.
24

 

Dalam KHI Pasal 91 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang harta bersama 

menyebutkan sebagai berikut;  

(1) Harta bersama sebagai mana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda 

berwujud atau tidak berwujud. 

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda 

bergerak dan surat-surat berharga. 

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu 

pihak atas persetujuan pihak lainnya. 

Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta 

bersama. Mengenai hal ini diatur dalam Undang-undang HAM Pasal 51 ayat (3) 

mengatakan bahwa “Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai 
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hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang 

berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya 

dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama”. 

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya 

harta milik masing-masing suami isteri.
25

 Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh 

salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya, tidak diperbolehkan menjual 

atau memindahkan harta bersama tanpa  persetujuan dari salah satu pihak. Dalam 

hal ini diatur dalam KHI Pasal 92 menyatakan bahwa suami atau isteri tanpa 

persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta 

bersama. 

 Dalam hal ini baik suami maupun isteri, mempunyai pertanggungjawaban 

untuk menjaga harta bersama. Dalam hal pertanggungjawaban utang, baik 

terhadap utang suami maupun utang isteri, bisa dibebankan pada hartanya masing-

masing. Sedangkan terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, 

maka dibebankan pada harta bersama. Atas dasar asas ini, suami wajib 

memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya 

untuk anak dan isterinya dari harta suami sendiri. Mengenai hal ini juga diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 ayat (1), menyatakan bahwa 

pertanggungjawaban atas hutang suami atau hutang isteri dibebankan kepada 

harta masing-masing. Ayat (2), Pertanggungjawaban terhadap hutang yang 

dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Pasal 
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(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Pasal (4) 

Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri. 

Selanjutnya, apabila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia, 

maka harta peninggalannya itu adalah harta pribadinya secara penuh yang 

dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk isterinya. Sekalipun ada hak 

kepemilikan pribadi antara suami isteri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup 

kemungkinan ada harta bersama antara suami isteri, sebagai mana yang berlaku 

dalam masyarakat Indonesia ini dalam bentuk syirkah (kerja sama) antara dua 

pihak (suami isteri) baik syirkah dalam bentuk harta maupun dalam bentuk 

usaha.
26

 

 

2.1.2. Hak-hak Isteri dalam Perkawinan 

Setelah berlangsungnya akad perkawinan timbul pula konsekuensi 

berkenaan hak dan kewajiban antara suami isteri. Kewajiban-kewajiban suami 

terhadap isteri yang telah dinikahinya terbagi atas dua bagian berupa hak materil 

dan hak non materil.
27

 Al-Qur‟an yang mulia telah menerangkan prinsip hak-hak 

serta kewajiban suami isteri. Isteri memiliki berbagai hak materil yang berupa 

mahar dan nafkah serta hak non materil yaitu hubungan baik dan menjaga 

kehormatan isteri. 
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1. Mahar (maskawin) 

Mahar atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan 

oleh seorang suami kepada isterinya pada saat mengucapkan akad nikah.
28

 Mahar 

disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi 

penjelasan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh 

karena itu, Allah SWT mewajibkan bagi laki-laki untuk memberikan mahar 

kepada wanita, karena laki-laki lebih mampu berusaha dari pada wanita. Para 

Fugaha‟ sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan 

dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada suami menurut 

kesanggupannya. Tidak ada dalam syara‟ suatu dalil yang membatasi mahar 

sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.
29

 

Mengenai hak materil berupa mahar yang termasuk hak isteri yang harus 

dipenuhi oleh suami telah diterangkan dalam al-Qur‟an Surat an-Nisa‟ ayat 4. 

                              

  

Artinya:Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 

baik akibatnya.(Q.S. an-Nisa‟ ayat 4) 

 

2. Nafkah 

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang 

untuk keperluan hidup orang lain, seperti isteri, anak, orang tua, keluarga dan 
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sebagainya. Maksud disini adalah pemberian nafkah untuk isteri demi memenuhi 

kebutuhannya.
30

 Nafkah yang menjadi kewajiban suami adalah seluruh kebutuhan 

dan keperluan isteri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, 

pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah 

sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan disesuaikan dengan kemampuan 

suami. Mengenai masalah ini diterangkan dalam al-Qur‟an Surat ath-Talak ayat 7. 

                                 

                      

Artinya:“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan”. (Q.S. ath-Talak : 7) 

Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap isterinya, sebab tuntunan 

akad nikah dan keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat 

kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-

anaknya.
31

  

Mengenai nafkah berupa tempat tinggal diatur dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (4). 

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-

anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. 
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2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama 

dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talqin atau iddah wafat. 

3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-

anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan 

tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan 

harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah 

tangga. 

4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 

kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat 

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun 

sarana penunjang lainnya. 

 

3. Hubungan baik 

Pertama-tama yang wajib dilakukan oleh seorang suami ialah 

menghormati isterinya dan memuliakannya, berbuat kebijakan kepada isteri, 

memperlakukannya dengan sebaik-baik pergaulan dan berupaya menyenangkan 

hati isteri dengan memberikan kepadanya apa-apa yang dia butuhkan, tentunya 

dalam batas yang dibenarkan dalam agama dan sesuai pula dengan kemampuan 

suami.
32

 Di antara penghormatan yang ditujukan kepada isteri adalah dengan 

memperlakukannya sebagai pendamping atau mitra yang setara dan berupaya 

sungguh-sungguh untuk tidak mengganggunya walau hanya berupa sebuah kata 

yang menyinggung perasaannya.
33

 

4. Menjaga kehormatan isteri 

Suami diwajibkan menjaga kehormatan dan nama baik isterinya agar tidak 

tercemar oleh suatu perbuatan yang dilakukannya, atau fitnahan yang ditujukan 

kepadanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sikap seperti itu 
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termasuk ghirah (kecemburuan) yang disukai Allah (yakni kecemburuan positif 

atau keinginan kuat untuk menjaga jalan kebaikan bagi orang lain yang dicintai).
34

 

 

2.4.  Nafkah Isteri dalam Masa Iddah 

Pada dasarnya kewajiban nafkah berada di pundak seorang suami. Suami 

berhak memberikan nafkah kepada isterinya selama isteri tersebut masih 

melakukan kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban nafkah tersebut tetap saja 

tidak menjadi gugur apabila suami mentalak isterinya dan isteri tersebut masih 

dalam masa iddah.
35

 Isteri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan 

hak-hak dari mantan suaminya, karena dalam masa iddah isteri tidak boleh 

melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Namun hak itu tidaklah seperti 

semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung 

pada lama masa iddah yang dijalaninya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian 

yang dialami oleh perempuan tersebut, apakah talak raj‟i atau talak bain. 

Isteri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang 

diterimanya dikelompokkan kedalam tiga macam: 

1) Para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam iddah talak 

raj‟i berhak atas nafkah dari bekas suami. Nafkah yang dimaksud disini 

ialah nafkah seperti yang diberikan sebelum terjadi perceraian.
36
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2) Para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam iddah talak 

bain, baik bain sughra atau bain kubra dan perempuan itu sedang hamil 

maka berhak atas nafkah dan tempat tinggal. 

3) Para fuqaha berselisih pendapat mengenai perempuan yang sedang dalam 

iddah talak bain yang tidak dalam keadaan hamil. Pendapat pertama 

mengatakan bahwa berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas 

nafkah dan pendapat lain mengatakan bahwa tidak mendapatkan tempat 

tinggal dan tidak mendapatkan nafkah atau haknya dalam masa iddah tidak 

mendapatkan apa-apa.
37

 

Tentang hak dan kewajiban isteri dalam masa iddah Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 dalam pasal 14 c mengatur dengan bunyi “Pengadilan dapat 

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
38

 Begitu juga terdapat di dalam 

KHI pasal 149 b, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 

wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 

iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan 

tidak hamil” 

Isteri yang ditalak selain mendapatkan haknya berupa nafkah iddah juga 

berhak mendapatkan kiswah (mut‟ah). Mut‟ah adalah suatu pemberian oleh suami 

kepada isteri yang telah ditalak agar hati isteri dapat terhibur. Pemberian itu dapat 

berupa uang atau barang-barang seperti pakaian, perhiasan menurut keadaan dan 
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kemampuan suami.
39

 Mengenai mut‟ah diterangkan di dalam ayat al-Qur‟an Surat 

al-Baqarah ayat 241. 

                 

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi 

orang-orang yang bertakwa. 

Kompilasi Hukum Islam pasal 151 juga menerangkan bahwa “Bekas isteri 

selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak 

menikah dengan pria lain”. Pasal 152 “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah 

dari bekas suamiya kecuali nuzyuz”. 

Terhadap isteri yang nuzyuz tidak ada kewajiban suami memberi nafkah 

kepadanya. Hal ini disebabkan nuzyuz mempunyai akibat hukum, yaitu suami 

dibebaskan dari kewajibannya dengan bukti-bukti isteri memang melakukan 

nuzyuz terhadap suami. 

 

2.5.  Pembagian Harta Bersama 

Sesuai dengan namanya harta bersama suami isteri, maka selama mereka 

masih dalam ikatan suami isteri maka harta bersama tidak boleh dibagi.
40

 

Pembagian harta bersama baru bisa dilaksanakan apabila terjadi perceraian antara 

sepasang suami isteri, baik bercerai karena kematian salah satu pihak maupun 

                                                             
39

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan 

Hukum Adat Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 192. 
40

Ismuha, Pencarian Bersama Suami Isteri, Cet 1, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 

hlm 162. 



42 
 

 

bercerai hidup. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 

37 bahwa “Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur 

menurut hukumnya masing-masing”. Pasal ini tidak mengatur dengan pasti bagai 

mana cara pembagian harta bersama antara suami dan isteri, melainkan hanya 

menunjukkan hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing 

dalam pasal ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.
41

  

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama Undang-undang rupanya 

menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum apa yang akan 

berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, maka hakim dapat mempertimbangkan 

menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Tentang yang dimaksud pasal 37 dengan 

kata “Diatur” maka, Undang-undang memberi jalan pembagiannya: 

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama, jika hukum agama itu 

merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara 

perceraian; 

2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika 

hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam 

lingkungan masyarakat yang bersangkutan; 

Pembagian harta bersama yang dimaksud Undang-undang merupakan 

perwujudan dari kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan adat masyarakat. 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 “Janda atau duda cerai hidup 

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan 
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lain dalam perjanjian perkawinan”.
42

 Ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan 

Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424. K/SIP/1959, di mana 

dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi 

perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian dari seluruh 

harta bersama.
43

 

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk 

suami dan setengah untuk isteri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan 

mengingat realita dalam kehidupan keluarga dibeberapa daerah Indonesia ini ada 

pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. 

Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa 

kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan. Oleh 

karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami 

dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan 

setengah dari harta bersama untuk isteri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi 

sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.
44

 “Hakim 

dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.
45

 

Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil, transparansi 

dan amanah. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa 
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pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak, sehingga tidak 

menimbulkan kerugian antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang 

merupakan hak isteri.
46

 Bila mana terjadi perselisihan mengenai pembagian harta 

bersama, maka haruslah merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam Kompilasi 

Hukum Islam pada pasal 88 bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami 

isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada 

pengadilan agama”. Mengenai perkara ini pilihan satu-satunya untuk 

menyelesaikannya hanyalah pengadilan saja. Karena pengadilanlah yang 

berwenang dalam mengadili perselihan tersebut. 

                                                             
46

Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawab Tuntas Masalah Kontemporer, Cet 1, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 128. 



68 
 

BAB TIGA 

HAK ISTERI DALAM TALAK BAIN DAN HARTA BERSAMA MENURUT 

MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANBALI 

 

3.1. Keabsahan Aqad Nikah Ketika Talak Bain 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluknya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai 

jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.
1
 

Secara etimologi pernikahan dapat diartikan dengan watha‟ dan aqad. Watha‟ 

diartikan dengan persetubuhan, dan aqad diartikan dengan perjanjian.
2
 

Sedangkan menurut makna terminologi atau makna istilah pernikahan adalah 

aqad serah terima antara wali perempuan dan laki-laki yang akan menjadi suami
3
 

atau suatu perbuatan yang mengandung beberapa syarat dan rukun.  

Pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah menghalalkan perempuan yang 

dinikahinya untuk dimiliki sepenuhnya. Sedangkan pengaruhnya bagi perempuan 

adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, 

boleh dilakukan poligami bagi suami.
4
 Di dalam literatur fiqih kata pernikahan 

sering juga disebut dengan nikah dan zawaj. Kedua kata ini lebih pepuler 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan kata ini terdapat di dalam 

al-Qur‟an dan Hadits Nabi SAW. Kata na-ka-ha terdapat di dalam al-Qur‟an surat 

an-Nisa‟ ayat 3 dengan arti kawin,  
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Artinya:  Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka 

(kawinilah) seorang saja. (Q.S an-Nisa‟ 3) 
 

Begitu juga dengan kata za-wa-ja terdapat di dalam al-Qur‟an surat al-

Ahzab ayat 37 dengan arti kawin. 

              

      

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 

(menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada 

keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-

anak angkat mereka. 
 

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata na-ka-ha, maka dari kedua 

ayat tersebut diatas ada dua kemungkinan kata tersebut mengandung arti yang 

sebenarnya. Dalam hal tersebut Ulama berbeda pendapat, golongan ulama 

Syafi‟iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya 

(hakiki), dapat juga diartikan dengan watha‟ namun dalam arti tidak sebenarnya 

(arti mazaji). Golongan ulama Syafi‟iyah melihat kepada hakikat dari nikah yaitu 

akad apabila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri. Setelah terjadi 

pernikahan maka membolehkan hubungan suami isteri dan sebelum terjadinya 

pernikahan hubungan tersebut masih diharamkan, dan golongan ulama Hanafiyah 



berpendapat bahwa kata nikah mengandung arti secara hakiki untuk watha‟ 

(hubungan kelamin).
5
 

Akibat dari perbedaan pendapat tentang makna dari kata nikah kepada akad 

dan watha‟ para ulama berbeda pendapat dalam memahami tentang kapan 

mulainya hak dan kewajiban dalam pernikahan. Ulama yang mengartikan nikah 

dengan akad, maka nafkah wajib semenjak terjadinya akad walaupun mereka 

(suami isteri) belum melakukan hubungan suami isteri. Berbeda dengan ulama 

yang mengartikan nikah dengan watha‟ atau hubungan suami isteri, yang 

memaknai wajibnya nafkah itu semenjak isteri menyerahkan dirinya kepada 

suami. 

Keabsahan suatu pernikahan bisa dikatakan apabila memenuhi syarat dan 

rukun dalam pernikahan yaitu adanya akad yang terjadi sewaktu pernikahan 

berlangsung. Dengan adanya akad nikah, status wanita menjadi halal bagi laki-

laki yang menikahinya begitu juga dengan laki-laki setatusnya menjadi halal bagi 

perempuan yang telah dinikahinya.
6
 Sebagai suami isteri mereka halal 

menyalurkan dorongan-dorongan yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang 

oleh agama.
7
 Dengan akad nikah laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup 

bersama saling kasih mengasihi dan saling tolong menolong,
8
 sekaligus 

mempunyai akibat hukum yang mengikat, berupa hak dan kewajiban suami isteri.
9
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Salah satu hak yang harus dipenuhi oleh suami terhadap isteri dan anak-

anaknya adalah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.
10

 Sedangkan 

isteri mempunyai kewajiban untuk selalu bersikap baik kepada suami dan juga 

anak-anaknya.
11

 Menurut pendapat imam Syafi‟i di dalam qaul jadid, kewajiban 

memberi nafkah dimulai sejak terjadinya tamkin yaitu (penyerahan diri seorang 

isteri kepada suami), bukan pada saat selesainya akad perkawinan.
12

 Dalam hidup 

berumah tangga tidaklah selamanya baik-baik saja, perselisihan itu pasti akan 

terjadi,
13

 apabila perselisihan tersebut tidak lagi bisa diatasi maka jalan yang 

sering dilakukan adalah perceraian (talak). Di dalam Islam talak adalah suatu 

perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT akan tetapi perbuatan itu dihalalkan.
14

  

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW. Beliau bersabda: 

ْٞذِ،  ُِ عُثَ ْٞشُ تْ حَاسِبِ  حذثْاحذ ثْا مَثِ ٍُ  ِْ اصِوِ، عَ َٗ  ِِ فِ ت عَشِّ ٍُ  ِْ ذُ تِ خَا ىِذِ عَ ََّ حَ ٍُ

 ِّٜ ِْ اىَّْثِ شَ عَ ََ ِِ عُ ِْ ات ِِ دِثاَ سِ، عَ صيٚ الله عيٞٔ ٗ سيٌ قاَ ه: )اتَْغَضُ اىْحَلاَ هَ إىٚ ت

جَوَّ اىطَّلاَ قُ(. َٗ  الله عَضَّ 

Artinya:  katsir ibn ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad ibn khalid 

menceritakan kepada kami dari mu‟arrif ibn washil, dari muhgarib ibn 

distar, dari Ibn „Umar dari Nabi SAW bersabda; Perkara halal yang 

paling dibenci Allah azza wa jalla ialah menjatuhkan talak.
15

 

                                                             
10

M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, (Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2005), hlm. 456. 
11

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah lengkap Berdasarkan 

Dalil-dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termasyhur, Terj, Cet 2, (Jakarta:  Pustaka Azzam, 

2007), hlm. 307. 
12

Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟i, Cet 1, Tej, jilid 3, (Jakarta Timur: PT. Niaga 

Swadaya, 2010), hlm. 50. 
13

Al Wajiz, Panduan Fiqih lengkap, Cet 1, Terj, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 

hlm. 512. 
14

Agustin Hanafi, Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan 

Indonesia, Cet 1 (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2013), hlm. 1 
15

Abu Dawud Sulaiman bin Asy-„Asy  al-Sajistani, Sunan Abi  Dawud, Jilid II, (Beirut: 

Dar al-Fikr li al-Taba‟ah wa al-Nasyr wa al-tawzi‟, hlm. 226. 



Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami isteri dan 

menimbulkan akibat hukum seperti hubungan antara keduanya adalah asing dalam 

arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang apa lagi bergaul sebagai 

suami isteri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing, dan 

berlakunya atas isteri yang diceraikan sesuai dengan ketentuan iddah. Lamanya 

masa iddah yang dijalani oleh perempuan tergantung pada keadaan si isteri waktu 

bercerai dari suaminya.
16

 

 Perempuan yang ditalak raj‟i masih bersetatus isteri dan hak suami atas 

isteri masihlah berlaku selama iddah itu belum berakhir.
17

 Selama iddah talak 

raj‟i, isteri berhak menerima nafkah serta seluruh hak-haknya.
18

 Talak raj‟i 

tidaklah melarang mantan suami untuk berkumpul dengan mantan isterinya, 

disebabkan akad perkawinanya belum hilang dan tidak menghilangkan hak 

kepemilikan serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal. Talak raj‟i tidak 

menimbulkan akibat-akibat hukum yang lain, selama isterinya masih dalam masa 

iddah. Segala akibat hukum talak baru berlaku sesudah habis masa iddah dan jika 

tidak ada rujuk yang dilakukan. Apabila masa iddah talak raj‟i habis maka suami 

tidak boleh lagi melakukan rujuk, artinya perempuan itu telah tertalak bain.
19
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Talak bain adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan 

suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah yang baru.
20

 

Akibat talak yang terjadi antara suami isteri, maka menimbulkan akibat 

hukum yang di mana berlakunya hak nafkah iddah. Isteri yang ditalak raj‟i tetap 

mendapatkan hak nafkah berupa pembelanjaan, pakaian dan tempat tinggal 

sebagai mana nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri sebelum terjadinya 

talak.
21

 Adapun isteri yang ditalak bain dalam keadaan hamil juga mendapatkan 

hak nafkah dan tempat tinggal sampai kehamilannya itu lahir. Menurut mazhab 

Hanafi, Syafi‟i dan Hanbali bahwa kewajiban suami memberikan nafkah iddah 

kepada isterinya tersebut disebabkan karena kehamilannya itu sendiri, bilamana 

janinya gugur maka nafkah iddahnya tidak wajib lagi.
22

 Karena yang menjadi 

kewajiban hanya menafkahi anaknya yang ada di dalam kandungan isterinya 

bukan menafkahi isterinya itu sendiri.
23

 Isteri yang ditalak bain dalam keadaan 

tidak hamil para fuqaha berselisih pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat 

Mazhab Syafi‟i mengatakan bahwa isteri tersebut berhak atas tempat tinggal tetapi 

tidak berhak atas nafkah
24

 dan pendapat yang kedua yaitu Mazhab Hanbali  

mengatakan bahwa tidak mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan 

nafkah
25

 atau haknya si isteri dalam masa iddah tidak mendapatkan apa-apa.
26
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3.2. Pandangan Mazhab tentang Hak Isteri dalam Talak Bain Keadaan 

Tidak Hamil 

Di antara pristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah 

perkawinan dan perceraian. Meskipun perkawinan sudah putus disebabkan adanya 

perceraian, bukan berarti hapusnya hak dan kewajiban suami isteri, justru dengan 

putusnya perkawinan menimbulkan akibat hukum, terutama kewajiban bekas 

suami memenuhi hak-hak bekas isteri. Isteri yang telah bercerai dengan suaminya 

masih mempunyai hak-hak dari mantan suaminya selama mantan isteri masih 

dalam masa iddah
27

 baik isteri diceraikan dengan talak raj‟i maupun talak bain 

yang hamil. Berbeda dengan isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil. 

Mengenai isteri yang ditalak bain dalam kadaan tidak hamil Ulama berbeda 

pendapat. Apakah isteri tersebut mendapatkan hak-haknya berupa tempat tinggal 

atau nafkah seperti yang diberikan sebelum isteri ditalak atau tidak, mengenai 

masalah ini terdapat tiga pandangan Mazhab dalam menentukan masalah ini yaitu 

pandangan Mazhab Hanafi, Maliki Syafi‟i dan Mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi 

mewajibkan adanya hak berupa tempat tinggal dan nafkah, mazhab Maliki dan 

Syafi‟i mewajibkan tempat tinggal tanpa nafkah, Mazhab Hanbali tidak 

mewajibkan apa-apa baik tempat tinggal maupun nafkah.
28
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3.2.1. Pandangan Mazhab Syafi’i terhadap Hak Isteri dalam Talak 

Bain Keadaan tidak Hamil 

Pandangan Mazhab Syafi‟i terhadap hak isteri dalam talak bain keadaan 

tidak hamil bahwa “Isteri tersebut wajib mendapatkan tempat tinggal akan tetapi 

bekas isteri tersebut tidak mendapatkan nafkah.
29

 Mazhab Syafi‟i menggunakan 

dalil al-Qur‟an surat ath-Thalaq ayat 6 

                     

                      

                           

Artinya: ”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang 

sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan 

jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya”.(Q.S. ath-Thalaq 6). 

 

Selain berpegang pada surat ath-Thalak ayat 6, Mazhab Syafi‟i juga 

mengambil dalil dari Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik 

dalam al-Muwatho‟nya imam Malik dari Fatimah binti Qais. 

 ِْ ،  عْ ًِ ا  َ٘ غَا ئةٌِ تاِىشَّ ُٕ َٗ ِِ حَفْصٍ، طيََّقَٖاَ اىْثرََّح،  تْ َٗ شِ َْ َُّ اتَاَ عَ ْٞسٍ: اَ ْْدِ قَ حَ تِ ََ فاَ طِ

مِْٞئُُ تشَِعِٞشٍَ، فسََخِطَرُْٔ، فقَاَ َٗ ْٖٞاَ  ءٍ، فجََاءَخْ  فاَسَْسَوَ اِىَ ْٚ ِْ شَ ٍِ ا ىلَِ عَيَْْٞاَ  ٍَ  ِ اللهَّ َٗ هَ: 

 ِ ِٔ ّفَقَحٌَ،  صيٚ الله عيٞٔ ٗ سيٌاِىَٚ سَسُ٘هِ اللهَّ ْٞ فزََ مَشَخْ رَاىلَِ ىَُٔ، فقَاَ هَ : ىَْٞسَ ىلَِ عَيَ
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 ًِّ ْٞدِ اُ ُْ ذعَْرذََّ فِٚ تَ شَٕاَ اَ ٍَ شَاجٌَ  َٗ اَ ٍْ ٌَّ قاَ هَ: ذِيْلَ ا ٝغَْشَا ٕاَ اصَْحَا تِٚ، شَشِ ٝلٍْ، ثُ

ْْذَ ُٓ، فاَِ رَا  َِ ثِٞاَ تلَِ عِ ْٞ ٚ ذضََعِ ََ ُ سَجُوٌ اعَْ ، فأََِّّ ًٍ نْرُ٘ ٍَ  ًِّ ِِ اُ ِ تْ ْْذَ عَثْذِاللهَّ اعْرَِّْٚ عِ َٗ

، خَطثَاَ ِّ  ًٍ ِٕشَا   َِ ٌِ تِْ اتَْ ْٖ اتَاَ جَ َٗ  ، َُ َِ اتَِٚ سُفْٞاَ  ٝحََ تْ ِٗ عَا ٍُ  َُّ ٚ،  حَييَْدُ رَمَشخُ ىَُٔ اَ

 ِ ِٔ، صيٚ الله عيٞٔ ٗ سيٌ فقَاَ ه سَسُ٘هِ اللهَّ ِْ عَا ذقِِ ، فلَاَ ٝضََعُ عَصَا ُٓ عَ ٌٍ ْٖ ٍَّا اتَُ٘ جَ : اَ

 ٌَّ ْٕرُُٔ، ثُ ْٝذٍ، قاَ ىدَْ : فنََشِ َِ صَ حَ تْ ٍَ ا هَ ىَُٔ، اَّنِْحِٚ اسَُا  ٍَ ٝحَُ : فصَُعْيُ٘كٌ لا  ِٗ عَا  ٍُ ا  ٍَّ اَ َٗ

حَ تْ  ٍَ ّْنِحِٚ اسَُا  ِٔ. قاَ هَ: اَ اغْرثَطَْدُ تِ َٗ ْٞشًا،  ُ فِٚ رَاىلَِ خَ ْٝذٍ، فَْنََحْرُُٔ، فجََعَوَ اللهَّ َِ صَ

آُ ) َٗ  ٍا ىل( سَ

Artinya: Bersumber dari Fatimah binti Qais: Sesengguhnya Abu Amer bin Hafesh 

menthalak isterinya itu secara lepas, padahal dia sedang tidak berada di 

Syam. Oleh wakilnya, wanita itu dikirimi gandum lalu ia masak. 

Kemudian Abu Amer berkata: “ Demi Allah, kamu tidak berhak atas 

diriku sedikitpun”, Wanita tersebut datang kepada Rasulullah SAW 

seraya menuturkan masalahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda:  

“Memang dia tidak wajib memberi nafkah” Beliau lalu menyuruh wanita 

malang itu  untuk menjalani masa iddahnya di rumah Ummu Syarik, 

kemudian beliau bersabda: “Tetapi rumah wanita itu sering dibuat lalu 

lalang oleh para sahabatnya. Maka jalani saja masa iddahmu di rumah 

Abdullah bin Ummi Maktum, karena sesungguhnya dia adalah seorang 

laki-laki buta yang tidak mungkin bisa melihat auratmu. Apabila kamu 

sudah halal (habis masa iddah), maka beritahulah aku”. Wanita malang 

tersebut kemudian berkata: “Ketika sudah rampung menjalani masa 

iddah, aku mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya 

Mu‟awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm bin Hisyam telah mengajukan 

lamaran kepadaku. Tetapi Rasulullah SAW bersabda: “Adapun Abu 

Jahm itu adalah orang yang selalu berpergian atau suka memukul isteri, 

sedangkan Mua‟awiyah itu adalah orang yang miskin tidak berharta 

sama sekali. Menikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid”. Awalnya dia 

menolak, karena aku nampaknya memang tidak suka kepadanya. Tetapi 

Rasulullah SAW menekankan lagi kepadaku supaya aku mau menikah 

dengan Usamah bin Zaid. Akhirnya aku jadi menikah dengannya. 

Rupanya Allah berkenan memberikan kebajikan dalam pernikahan 

tersebut, dan aku merasa suka dengannya.” (HR. Malik).
30
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3.2.2. Pandangan Mazhab Hanbali terhadap Hak Isteri dalam Talak 

Bain Keadaan tidak Hamil 

Menurut Mazhab Hanbali bahwa isteri yang ditalak bain dalam keadaan 

tidak hamil maka haknya sama sekali tidak ada, perempuan tersebut tidak 

mendapatkan nafkah dan tidak mendapatkan tempat tinggal.
31

 Mazhab Hanbali 

menggunakan hadits dari Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Ahmad dan 

Muslim. 

َُطيَْقحَِ ثلَاَ  ْٜ اىْ ٌَ فِ َٗ سَيَّ  ِٔ ْٞ ًٜ صَيٚ اّللهٌ عَي ِِ اىَّْثِ ْٞسِ عَ ْْدِ قَ حَ تِ ََ ِْ فاَ طِ ِّٜ عَ عِ ِِ اىشَّ عَ

ْٞسَ ىَٖاَ سُنَْْٚ، ٗلا َّ   فقَحَ(. سٗآ أحَذ ٗ ٍسيٌ. ثاَ. قاَه: )ىَ

Artinya: Diriwayatkan dari Sya‟bi dari Fatimah binti Qais r.a, dari Nabi SAW. 

Mengenai perempuan yang ditalak tiga kali, beliau bersabda: 

Perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan 

nafkah. (HR. Ahmad dan Muslim).
32

 

 

Imam Ahmad juga menyebutkan hadist tentang Fatimah binti Qais ini di 

dalam musnadnya. 

 “Yahya bin Sa‟id menceritakan kepada kami, dia berkata: Mujalid 

menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir menceritakan kepada kami, 

dia berkata: Aku tiba di Madinah lalu menemui Fatimah binti Qais, lalu 

dia menceritakan kepadaku, bahwa suaminya menceraikannya pada masa 

Rasulullah SAW, lalu Rasululah SAW mengirim suaminya bersama 

sariyyah yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Fatimah binti 

Qais berkata: lalu saudara laki-lakinya berkata kepadanya, “Keluarlah 
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kamu dari rumah ini!” Maka aku berkata, “Aku telah mendapat nafkah dan 

tempat tinggal sementara sampai habis masa iddahku.” Saudaranya 

berkata, “Tidak bisa. ”Dia melanjutkan perkataanya: Lalu aku menemui 

Rasulullah SAW lalu aku berkata, “Si fulan telah menceraikanku lalu 

saudara laki-lakinya mengusirku dan melarangku tinggal dan mendapat 

nafkah.” Maka Nabi SAW mengutus seseorang untuk menemui laki-laki 

tersebut, lalu beliau bertanya kepadanya, “Ada apa gerangan antara dirimu 

dengan putri keluarga Qais? Laki-laki tersebut menjawab, “Wahai 

Rasulullah, saudara laki-lakiku telah menceraikannya tiga kali sekaligus 

(dengan talak tiga).” Beliau bersabda, “Wahai putri keluarga Qais, perlu 

kamu ketahui bahwa nafkah dan tempat tinggal yang wajib diberikan 

mantan suami terhadap mantan isterinya adalah bila dia menceraikannya 

dengan cerai yang dapat dirujuk kembali. 

 Bila cerai yang dilakukannya tidak ada rujuknya, maka dia tidak wajib 

memberikan nafkah dan tempat tinggal. Keluarlah kamu dan tinggallah 

sementara di rumah si fulanah.” Amir berkata: Kemudian dikatakan 

kepadanya, “Tinggallah sementara dirumah Ibnu Ummi Maktum, karena 

dia orang buta yang tidak dapat melihatmu, kemudian jangan menikah 

sampai aku yang menikahkanmu. Lalu aku dilamar oleh seorang laki-laki 

Quraisy, kemudian ku datangi Rasulullah SAW untuk meminta pendapat 

beliau. Maka beliau bersabda, “Maukah kamu aku nikahkan dengan orang 

yang lebih aku sukai dari pada dia?” Aku menjawab, “Ya, wahai 



Rasulullah, nikahkanlah aku dengan orang yang engkau sukai.” Lalu 

Rasulullah SAW menikahkanku dengan Usamah bin Zaid.
33

  

 

Mazhab Hanbali juga menggunakan dalil al-Qur‟an surat ath-Thalak ayat 

6, akan tetapi ayat itu di pahami oleh Mazhab Hanbali terkhusus untuk wanita 

yang ditalak raj‟i dan wanita yang ditalak bain dalam keadaan hamil, bukan 

terhadap wanita yang ditalak bain yang tidak dalam keadaan hamil.
34

 

Begitu juga dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu 

Daud dan Nasa‟i. 

يحًَ )سٗآ   ٍِ ِّٚ حَا  ْ٘ ُْ ذنَُ . لاَ ّفَقَحََ ىلَِ الِاَّاَ ٌَ َٗ سَيَّ  ِٔ ْٞ ِ صَيٚ اّللهٌ عَي هُ اللهَّ ْ٘ قاَهَ سَسُ

 (ات٘دٗد

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, “Tidak ada 

nafkah bagimu kecuali kalau kamu hamil.” (HR. Abu Daud)
35

 

ِ  هَ فقَاَ  هُ اللهَّ ْ٘ جِٖاَ  سَسُ ْٗ َُ ىضَِ شْأجِ اِرَا ماَ ََ نَْْٚ ىِي اىسُّ َٗ ا اىَّْفقَحَُ  ََ َّ ٌَ إِّ َٗ سَيَّ  ِٔ ْٞ صَيٚ اّللهٌ عَي

جْعَحُ.)سٗآ أحَذٗاىْسّاءٛ ْٖٞاَ اىشَّ  ( عَيَ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu 

bagi perempuan yang suaminya masih mempunyai hak ruju‟ (talak 

raj‟i)”. (HR. Ahmad dan Nasa‟i).
36 
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3.2.3.  Analisis Dalil Masing-masing Mazhab 

Mazhab Syafi‟i berpendapat isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak 

hamil maka tidak ada nafkah baginya tetapi wajib tempat tinggal.
37

 Alasannya 

adalah karena Mazhab Syafi‟i mengambil dalil al-Qur‟an Surat ath-Thalak ayat 6: 

                    

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka.  

 

Dalil yang kedua Surat ath-Thalak ayat 1: 

                     

Artinya: Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 

mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji 

yang terang. 

Menurut Mazhab Syafi‟i ayat ini bersifat umum berlaku untuk semua isteri 

yang ditalak, baik yang ditalak raj‟i maupun yang ditalak bain, tetap mendapatkan 

tempat tinggal. Adapun mengenai gugurnya nafkah terhadap isteri yang ditalak 

bain dalam keadaan tidak hamil Mazhab Syafi‟i mengambil hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatha‟ dari Fatimah binti Qais bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: 

ِٔ ّفَقَحٌَ، ْٞ ْٞسَ ىلَِ عَيَ  ىَ

 “Kamu tidak berhak terhadap nafkah dari suami”  
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Rasulullah SAW menyuruh Fatimah binti Qais beriddah di rumah Ibnu 

Ummu Maktum. Hadits yang diriwayatkan oleh Malik di dalam Al-Muwathta‟nya 

dari hadits Fatimah, Rasulullah SAW tidaklah menyebutkan gugurnya tempat 

tinggal, maka kekallah ayat menurut umumnya
38

 di dalam firman Allah Ta‟ala 

surat ath-Thalak ayat 6 “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu.” (Q.S ath-Thala.6) 

Banyak riwayat mengemukakan tentang alasan Fatimah binti Qais 

diperintah Nabi SAW untuk menunggu iddahnya di rumah Ibnu Ummi Maktum, 

karena pada lisannya Fatimah binti Qais terdapat kejelekan. Sa‟id bin Musayyab 

berkata, “Di pindahkannya Fatimah binti Qais disebabkan karena keakraban 

pembicaraannya dengan kaum kerabat suaminya.” Diriwayatkan Amr bin 

Maimun bin Mahran dari ayahnya, dari Sa‟id bin Musayyab, dia berkata, 

“Fatimah menarik banyak orang karena ucapannya yang penuh kefasihan, 

sehingga dia sangat akrab dengan kerabat suaminya, maka Rasulullah SAW 

menyuruhnya untuk beriddah di rumah Ibnu Maktum.” Hal yang sama juga 

diriwayatkan Ibnu Abbas mengenai firman Allah surat ath-Thalak ayat 1 yang 

artinya “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 

mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang 

terang.” (ath-Thalak 1). 

Lebih lanjut, Ibnu Abbas berkata, “Adalah sebuah perbuatan keji jika ia 

melontarkan ucapan tercela kepada kerabat suaminya, oleh karena itu, jika dia 

telah berkata buruk, maka dia sudah boleh dikeluarkan dari rumah suaminya. 
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Penolakan Aisyah dan Ibnu Musayyab atas diri Fatimah binti Qais karena ia 

menyembunyikan sebab yang dia diperintah Rasulullah SAW untuk beriddah di 

luar rumah suaminya. Dia menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak memberikan 

baginya hak menerima nafkah dan tempat tinggal, sehingga hal itu menyebabkan 

timbulnya fitnah, di mana orang-orang mengira bahwa orang yang ditalak tiga itu 

boleh beriddah dimana saja yang di kehendakinya.
39

 Diriwayatkan dari Urwah 

bahwa Aisyah r.a menolak hal tersebut atas Fatimah seraya berkata, 

“Sesungguhnya Fatimah berada di tempat yang banyak terdapat binatang buasnya, 

sehingga ditakutkan keselamatan lingkungannya. Karena itulah Nabi SAW 

memberikan keringanan kepadanya.
40

 Di riwayatkan al-Qasim dari Aisyah r.a., 

bahwa dia berkata, “Apa yang terjadi pada Fatimah binti Qais, hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, yakni dalam ucapannya, “Tidak diberlakukannya tempat 

tinggal dan nafkah,” (HR.Bukhari).
41

 

ٌَ قاَ َٗ سَيَّ  ِٔ ْٞ ًٜ صَيٚ اّللهٌ عَي ْْذَ إىَِٚ اىْْثَِ ِٕ ْْٖاَ ؛ قاَ ىدَْ: جَاءَ خْ  ُ عَ َٜ اللهَّ ِْ عَائشَِحَ سَضِ ا  عَ ٍَ ىَدْ: 

لاَ ّفَقَحََ.)أ خش جٔ اىثخاسٙ:( َٗ ىَٖاَ: لاَ سُنَْْٚ  ْ٘ : قَ ْٜ ُْ ذزَْمُشَ ٕزََا: ذعَِْْ شً أَ َْ حَ خَ ََ  ىفِاَ طِ

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah r.a, dia berkata: Fatimah tidak mendapat 

kebaikan dalam menyebutkan hal ini, maksudnya adalah ucapan 

Fatimah, “Perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat tempat tinggal 

dan nafkah.” (Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al- Bukhari).
42

 

Diriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku pernah duduk bersama Al-

Aswad bin Yazid di masjid yang paling mulia, dan Asy-Sya‟bi juga bersama 
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kami, lalu Asy-Sya‟bi menceritakan ucapan Fatimah binti Qais, bahwa Rasulullah 

SAW. Memutuskan dia (Fatimah binti Qais yang ditalak tiga) tidak mendapatkan 

tempat tinggal dan nafkah. Kemudian Al-Aswad mengambil segenggam kerikil, 

lalu dia lemparkan ke Asy-sya‟bi, kemudian dikatakan, “Sialan kamu! Mengapa 

kamu ucapkan hal seperti itu.” Umar r.a mengatakan, “Janganlah kita 

meninggalkan kitab Allah dan ajaran Nabi kita hanya karena ucapan seorang 

perempuan! Kita tidak tahu mungkin Fatimah binti Qais hafal atau lupa dengan 

sabda Nabi. Dia mendapat tempat dan nafkah, karena firman Allah Surat ath-

Thalak ayat 1. 

Berbeda dengan Mazhab Hanbali yang berpendapat bahwa isteri yang 

ditalak bain dalam keadaan tidak hamil maka tidak mendapatkan nafkah dan tidak 

mendapatkan tempat tinggal.
43

 Mengenai masalah ini Mazhab hanbali 

berpendapat bahwa perempuan yang ditalak bain tersebut tidak mendapatkan apa-

apa secara mutlak karena perkawinan sudah putus dan tidak ada pula kehamilan 

yang harus ditanggung oleh sang suami. Sesuai dengan Hadits Nabi SAW: 

ُْ ذَ  . لاَ ّفَقَحََ ىلَِ اِلاَّاَ ٌَ َٗ سَيَّ  ِٔ ْٞ ِ صَيٚ اّللهٌ عَي هُ اللهَّ ْ٘ يحًَ )سٗآ ات٘ قاَهَ سَسُ ٍِ ِّٚ حَا  ْ٘ نُ

 (داٗد

Artinya:  “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, “Tidak ada 

nafkah bagimu kecuali kalau kamu hamil.” (HR. Abu Daud)
44
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Mazhab Hanbali juga menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh asy-

Sya‟bi, dari Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW. Mengenai wanita yang ditalak 

bain. Maka beliau bersabda, “Ia tidak berhak atas tempat tinggal dan tidak pula 

atas nafkah.”  

ِِ اىشّ  ِٚ عَ طَيْقحَِ ثلَاَ ثاَ. قاَه:  عْثِ َُ ْٜ اىْ ٌَ فِ َٗ سَيَّ  ِٔ ْٞ ًٜ صَيٚ اّللهٌ عَي ِِ اىَّْثِ ْٞسِ عَ ْْدِ قَ حَ تِ ََ ِْ فاَ طِ عَ

ْٞسَ ىَٖاَ سُنَْْٚ، ٗلا ّفَ  . ٍسيٌ(سٗآ أحَذ ٗ  )حَ(.قَ )ىَ

Artinya:   Diriwayatkan dari Sya‟bi dari Fatimah binti Qais r.a, dari Nabi SAW. 

Mengenai perempuan yang ditalak tiga kali, beliau bersabda: 

Perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan 

nafkah. (HR. Ahmad dan Muslim).
45

 

 

Nabi SAW menyuruhnya menjalani iddah di rumah Amr bin Ummu 

Maktum, seorang laki-laki yang buta. Maka dia pun menjalani iddahnya di 

rumahnya.
46

 Mereka mengatakan kisah Fatimah binti Qais adalah diriwayatkan 

dari banyak sanad dan para ulama telah menjadikannya sebagai dasar pokok 

untuk sejumlah hukum dan tidak diketahui seorang ulamapun yang tidak 

mengambil dalil dengan hadits itu dalam suatu sudut. Dengan hadits itu telah 

diambil hujjah oleh orang yang mengatakan boleh dikumpulkan tiga talak 

sekaligus, karena pada sebagian riwayat terdapat lafal  َثَلا ثًا     ْٜ  maka dia) فطََّيَّقَِْ

menceraikan saya dengan talak tiga). Dengan hadits ini juga diambil hujjah oleh 

orang yang mengatakan bahwa wanita boleh melihat laki-laki, karena dalam 

hadits itu Nabi menyuruh Fatimah binti Qais beriddah di rumah ibni Ummi 

Maktum dan Nabi bersabda: 
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ْْذَُٓ  ُِ ثِٞاَ تلَِ عِ ْٞ ٚ ذضََعِ ََ ُ سَجُوٌ اعَْ   أَِّّ

“Dia (Ibni Ummi Maktum) adalah laki-laki buta, engkau dapat 

meletakkan pakaianmu di sisinya”. 

Dengan  hadits itu pula semua mengambil dalil bahwa meminang atas 

pinangan orang lain boleh selama wanita itu belum berketetepan hati kepada 

peminang pertama, bahwa Fatimah berkata kepada Nabi SAW. Mu‟awiyah bin 

Abi Sufyan dan Aba Jahmin kedua-duanya telah meminang Fatimah.
47

 Mereka 

juga mengambil dalil tentang boleh menyatakan kekurangan orang dalam rangka 

nasehat terhadap orang yang meminta nasehat dalam masalah perkawinan atau 

masalah muamalah. Semua hukum tersebut, telah diambil oleh para Ulama dari 

kisah Fatimah binti Qais. Kisah ini menunjukkan para ulama sudah menerima 

hadits itu dan menjadikannya sebagai dasar hukum mengenai hukum-hukum 

tersebut, sedangkan kisah Fatimah tegas menafikan wajib nafkah dan rumah untuk 

wanita yang ditalak bain dan tidak ada jalan lagi untuk menuduh lemah kisah 

itu.
48

  

Dari uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa yang dibicarakan dalam Surat 

ath-Thalak ayat 6 adalah wanita yang dicerai dengan talak raj‟i dan hukum-

hukum yang diterangkan dalam ayat itu adalah untuk mereka yang dibicarakan 

itu, tidak ada jalan untuk memasukkan wanita yang dicerai dengan talak bain, 

kecuali dengan mengambil dhomir-dhomir dan memisahkannya dengan yang 
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menafsirkannya. Hal itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sastra Qur‟an. 

Maka al-Qur‟an tidak menyinggung wanita yang dicerai dengan talak bain. Kisah 

Fatimah binti Qais merupakan penjelasan yang sempurna untuk diketahui hukum 

terhadap kedua macam wanita yang diceraikan itu. Kemudian mereka 

mengatakan: kalaupun kita terima bahwa ayat itu umum mengenai semua wanita 

yang ditalak, tetapi Hadits Fatimah binti Qais yang shahih dan jelas itu tentu 

menjadi mukhassis yang mengkhususkan wanita yang dicerai dengan talak raj‟i 

semata, dan merupakan cara yang ma‟ruf ketika terjadi perlawanan antara yang 

„Aam dan yang Khash. Mereka juga mengambil dalil dari segi logika, bahwa isteri 

apabila ditalak bain oleh suaminya, dia sudah menjadi ajnabi bagi suaminya dan 

tidak ada hubungannya lagi kecuali semata-mata beriddah, sedang semata-mata 

beriddah tidak mewajibkan nafkah, sama halnya dengan wanita yang disetubuhi 

dengan jalan subhat atau zina, juga nafkah wajib hanya sebagai muqabalah 

tamkin. Kalaulah nafkah itu wajib untuk wanita yang dicerai dengan talak bain 

dengan alasan dia masih dalam masa iddah tentu wajib pula terhadap wanita yang 

beriddah karena sauminya meninggal dunia, tetapi ini tidak seorangpun yang 

mengatakan demikian. Ini adalah hujjah Imam Ahmad dan orang-orang yang 

sependapat dengan dia.
49

 

Di dalam Musnad Imam Ahmad juga menjelaskan sedikit tentang siapa 

Fatimah binti Qais itu. Dia adalah Fatimah binti Qais bin Khalid Al-Fihriyyah Al 

Qurasyiyyah. Dia masuk Islam sejak dulu dan ikut hijrah bersama perempuan-

perempuan yang hijrah. Dia seorang perempuan yang cantik, cerdas dan 
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sempurna. Kisah pernikahan dan perceraiannya diriwayatkan disini. Pada saat 

Umar bin Khattab terbunuh, rumahnya dijadikan tempat berkumpul Dewan Syura 

dari kalangan Sahabat.
50

 

 

3.4.  Harta Bersama dalam Islam 

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam masa 

perkawinan. Al-Qur‟an maupun hadits tidak memberi ketentuan dengan tegas 

bahwa harta benda yang diperoleh suami selama masa perkawinan berlangsung 

sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang 

diberikan suami. Dalam waktu yang sama al-Qur‟an tidak menyebutkan secara 

tegas kalau harta yang didapat suami selama dalam masa perkawinan menjadi hak 

bersama antara suami dan isteri. Dengan demikian masalah harta yang didapat 

selama perkawinan tidak disebutkan secara jelas baik dalam al-Qur‟an maupun 

hadits Nabi SAW. Mengenai ketentuan apakah harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah 

ijtihadiyah, karena belum ada dibahas oleh mazhab-mazhab terdahulu, sehingga 

masalah ini termasuk wewenang manusia untuk menentukannya.
51

  

Menurut Hazairin, hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan 

harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang 

adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan 
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berlangsung.
52

 Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 menerangkan bahwa 

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan 

adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Meskipun harta bersama 

tidak diatur dalam fiqih secara jelas, tetapi keberadaannya paling tidak dapat 

diterima oleh sebagian Ulama Indonesia. Hal ini sejalan dengan asas pengakuan 

kepemilikan harta secara individual. Atas dasar asas ini, suami wajib memberikan 

nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan 

isterinya dari hartanya sendiri.
53

  

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan Syirkah abdan 

mufawwadha yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tidak terbatas. Hal 

ini didasarkankan pada kenyataan bahwa banyak suami isteri dalam masyarakat 

Indonesia sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup 

keluarga sehari-hari dan sekadar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua 

mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak 

sesudah mereka meninggal dunia.
54

 

Dalam kitab-kitab fiqih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan 

yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka dalam ikatan perkawinan, atau 

dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang 

dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami isteri sehingga terjadi percampuran 

harta yang satu dengan harta yang lain dan harta tersebut tidak dapat dibeda-

                                                             
52

Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 

hlm. 414. 
53

Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawab Tuntas Masalah Kontemporer, Cet 1, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 124. 
54

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., hlm. 181. 



bedakan lagi.
55

 Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran antara harta 

milik suami dengan harta milik isteri, masing-masing pihak suami isteri bebas 

mengatur milik masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan 

salah satu pihak dalam pengaturannya. Sebagaimana di terangkan dalam 

kompilasi hukum islam  Pasal 86 mengatakan bahwa: 

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri 

karena perkawinan 

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian 

juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai olehnya  

 

 Ikut campurnya salah satu pihak hanyalah bersifat sebagai nasehat saja. 

Bukan sebagai penentu atas pengelolaan harta milik pribadi suami isteri tersebut. 

Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi 

masing-masing kedalam harta bersama suami isteri tetapi dianjurkan adanya 

saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola harta tersebut, jangan 

sampai di dalam mengelola harta kekayaan pribadi mereka dapat merusak 

hubungan suami isteri yang mengarah kepada perceraian. Di dalam KHI pasal 88 

diterangkan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta 

bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.” 

Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan, maka 

hukum Islam memperbolehkan diadakannya perjanjian berupa penggabungan 

harta milik pribadi masing-masing suami isteri dan dapat pula ditetapkan tidak 

adanya penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing. Pasal 87 ayat (1) 
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“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh 

masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-

masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan”. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka 

perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.
56

  

Menurut analisis penulis harta bersama adalah harta yang didapatkan 

selama mereka menikah, baik harta itu didapatkan dari hasil jerih payah suami 

maupun jerih payah isteri, sekalipun jika hanya suami yang bekerja atau mencari 

harta dalam masa perkawinan, maka harta tersebut tetap termasuk harta bersama. 

kewajiban nafkah suami terhadap isteri berlaku ketika dalam ikatan perkawinan, 

bahkan kewajiban nafkah tetap berlaku hingga suami isteri bercerai. Baik bercerai 

dengan talak raj‟i maupun dengan talak bain. Dalam talak raj‟i ulama tidak 

berbeda pendapat bahwa isteri mendapatkan hak nafkah seperti yang berlaku 

selama mereka masih dalam ikatan perkawinan, begitu juga dengan isteri yang 

ditalak bain dalam keadaan hamil. Sedangkan hak isteri yang ditalak bain dalam 

keadaan tidak hamil ulama memiliki dua pendapat. Mazhab Syafi‟i berpendapat 

bahwa isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil berhak atas tempat 

tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Sedangkan menurut pendapat Mazhab 

Hanbali isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan 

apa-apa baik nafkah maupun tempat tinggal.   

Walaupun menurut Mazhab Syafi‟i isteri yang ditalak bain dalam keadaan 

tidak hamil mendapatkan rumah, tetapi solusi yang paling tepat untuk zaman 
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sekarang yaitu harta bersama. Karena, jika suami mempunyai harta selain rumah, 

maka isterilah yang dirugikan sebab dia hanya mendapatkan sedikit dari harta 

suaminya. Jika suami hanya memiliki harta sedikit selain rumah, maka suamilah 

yang dirugikan, karena dia hanya mendapat sedikit dari hartanya. 

 Menurut Mazhab Hanbali isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak 

hamil tidak mendapatkan apa-apa, maka keberadaan harta bersama menjadi solusi 

untuk isteri mendapatkan harta yang didapatkan selama perkawinan yang menjadi 

hak bersama dan harus dibagi dua antara suami isteri. Keberadaan harta bersama 

sangat membantu isteri setalah terjadi perceraian karena harta yang didapat 

selama perkawinan menjadi hak bersama dan harus di bagi dua antara suami dan 

isteri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB EMPAT 

PENUTUP 

4.1.  Kesimpulan  

Bab Empat ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan skripsi ini. 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan beberapa 

saran-saran agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini. 

Adapun kesimpulan dari skripsi ini antara lain sebagai berikut: 

1. Menurut Mazhab Syafi’i isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak 

hamil maka haknya mendapatkan tempat tinggal dan tidak ada hak untuk 

mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Menurut Mazhab syafi’i 

dalilnya sudah jelas bahwa Surat ath- Thalak ayat 1 dan ayat 6 

menerangkan bahwa wajibnya tempat tinggal tanpa nafkah. Sedangkan 

menurut Mazhab Hanbali isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak 

hamil tidak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Mazhab Hanbali 

mengatakan bahwa di dalam surat ath-Thalak ayat 1 dan 6 ditujukan 

kepada perempuan yang ditalak raj’i bukan yang ditalak bain. Hadits dari 

Fatimah binti Qais sudahlah menjadi suatu bukti bahwa isteri tersebut 

tidak mendapatkan apa-apa, dan kalau difikir secara logika isteri yang 

ditalak bain sudahlah menjadi ajnabi (orang lain) sehingga suami tidak 

wajib memberikan apa-apa lagi terhadap mantan isterinya yang ditalak 

bain tersebut.  
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2. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab 

Hanbali tentang hak isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil 

adalah berbedanya dalil yang diambil serta berbeda dalam memahami 

dalil-dalil tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan 

hukum yang berbeda. 

3. Dengan adanya harta bersama dalam keluarga, maka menjadi suatu solusi 

terhadap hak isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil dengan 

mendapatkan bagiannya setengah dari harta bersama. 

3.2. Saran 

1. Diharapkan kepada suami yang menceraikan isterinya untuk memberikan 

sebagian hartanya kepada isteri yang telah diceraikannya, karena 

pemberian harta yang telah diberikan suami dilakukan untuk 

menyenangkan hati isteri dan menghargai isteri yang telah diceraikannya. 

2. Disarankan kepada pihak suami yang menggunakan pendapat Mazhab 

Syafi’i atau Mazhab Hanbali tentang hak isteri yang ditalak bain dalam 

keadaan tidak hamil untuk memilih harta bersama sebagai solusi terhadap 

masalah ini, karena lebih menjamin hak-hak antara suami dan isteri.. 

3. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih sangat jauh dari 

kesempurnaan, hendaknya kepada pembaca agar lebih banyak lagi 

membaca buku-buku yang berkenaan dengan hak terhadap isteri yang 

ditalak bain dan untuk meninggkatkan lagi pengetahuan supaya tidak 

hanya mengacu kepada satu sumber saja. 
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